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1. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang Pemeriksaan Persidangan 

Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 
dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.  

 
 

 

 Silakan, Pemohon Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 
memperkenalkan diri, siapa saja yang hadir? 

 
2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION 

 

 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya yang hadir 
pada hari ini Adhitya Nasution dan Eko Prayitno selaku Kuasa Hukum. 

Lalu dari daring, ada rekan Zulkifli yang melalui sambungan 
daring, Yang Mulia. Terima kasih.  

 
3. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Terima kasih. Pemohon Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021, silakan! 
 

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 
 

 Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan … perkenankan kami 
menyampaikan yang hadir langsung, saya sendiri Yafet Rissy dan teman 
saya Abraham … Bram Anggadatama dan Para Prinsipal hadir secara 
online. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
5. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Terima kasih. Termohon untuk Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021!  
 

6. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 

 Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon 
Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, saya sendiri hadir Josua Victor 
bersama rekan saya Sudwijayanti. 

SIDANG DIBUKA PUKUL 09.08 WIB 

KETUK PALU 3X 
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Secara online, Anggota KPU Kabupaten Sabu Raijua beserta 
rekan-rekan kami, Akmal Hidayat, Alfonsus Hilarius Ase, Rintismen 
Hartawijaya, dan asisten advokat Suci Askia. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
7. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Terima kasih. Kemudian, Termohon untuk Perkara Nomor 
134/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!  

 
8. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami Kuasa Termohon Perkara 

Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 hadir dalam persidangan ini, saya sendiri 
Periati Br Ginting dengan … hadir juga Prinsipal kami Bapak Ketua KPU 
Kabupaten Sabu Raijua, Bapak Kirenius Padji. 

Hadir secara daring rekan-rekan saya, Alfonsus Hilarius, S.H., M.H, 
Faisal Wahyudi Wahid Putra, S.H., M.H, M.Kn. Terima kasih, Yang Mulia.  

 
9. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Terima kasih. Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 
133/PHP.BUP-XIX/2021! 

 
10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. dan selamat 
pagi. 

Untuk Perkara di bawah Register Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 
Yang Mulia. Hadir kami Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat 
Pusat PDI Perjuangan, hadir di Mahkamah secara langsung saya Paskaria 
Tombi bersama rekan saya Bapak Abadi Hutagalung, Yang Mulia. 

Hadir secara daring Kuasa Hukum, yaitu Heri Perdana Tarigan, 
Wiradarma Harefa, dan juga Rikardus Hura. Serta hadir langsung 
Prinsipal kami, Yang Mulia, yaitu Bapak Orient Riwu Kore. Terima kasih, 
Yang Mulia.  

 
11. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Terima kasih. Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 134/PHP.BUP-
XIX/2021, silakan! 
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12. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 

 Terima kasih, Yang Mulia. 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang dihadiri 
oleh saya sendiri dari Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat PDI 
Perjuangan. Saya sendiri, Sophar Maru Hutagalung didampingi oleh 
rekan saya Yodben Silitonga. Dan secara daring, diikuti oleh 3 orang 
rekan kami, yaitu Saudara Rika, dan Wiradarma Harefa, dan Aries Surya. 
Terima kasih.  

 
13. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih. Bawaslu? Ini kedua perkara atau pisah-pisah ini? 
 

14. BAWASLU: MARKUS HABA 
 

 Untuk dua perkara, Yang Mulia.  
 

15. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Silakan! 
 

16. BAWASLU: MARKUS HABA 

 

 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami dari Bawaslu 
untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang 
hadir secara luring, ada Thomas Mauritius Djawa (Ketua Bawaslu NTT), 
Melpi Marpaung (Anggota Bawaslu NTT), Jonixon Hege (Anggota 
Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua), dan saya sendiri Markus Haba 
(Anggota Bawaslu Sabu Raijua). 

Dan yang hadir secara daring, ada Pak Fritz E. Siregar (Anggota 
Bawaslu RI), Baharudin Hamzah (Anggota Bawaslu Provinsi NTT), Jemris 
Fointuna (Anggota Bawaslu NTT), Noldi Taduhungu (Anggota Bawaslu 

NTT), Yudi Tagihuma (Ketua Bawaslu Sabu Raijua), dan Witra Evelin 
(Bagian Hukum Bawaslu RI). Demikian dan terima kasih, Yang Mulia.  

 
17. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Terima kasih. Agenda pemeriksaan persidangan hari ini adalah 
penyampaian jawaban Termohon kedua Permohonan, penyampaian 
keterangan Pihak Terkait. Kemudian, penyampaian keterangan Bawaslu. 
Dan terakhir, nanti akan dilakukan pengesahan alat bukti Para Pihak.  

 Bukti-bukti sudah disampaikan, ya, semua? Pemohon, sudah, ya? 
Termohon? Pihak Terkait? Bawaslu? 
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18. BAWASLU: MARKUS HABA 
 

 Sudah, Yang Mulia.  
 

19. KETUA: SALDI ISRA 
 

Nanti akan kita ... apa ... akan kita sahkan dan kita klarifikasi. 
Nah, untuk penyampaian jawaban. Jadi, nanti Termohon kita 

berikan kesempatan kedua-duanya, baik Termohon 133/PHP.BUP-
XIX/2021 maupun Termohon 134/PHP.BUP-XIX/2021. Pihak Terkait juga 
begitu. Dan Bawaslu nanti akan digabung, katanya hanya diwakili untuk 
satu jawaban untuk kedua Permohonan ini. 

Nah, kami memberikan kesempatan kepada Termohon, Pihak 
Terkait, Bawaslu, untuk menyampaikan pokok-pokok keterangannya, 
pokok-pokok jawaban bagi … apa … Termohon, itu kurang-lebih sekitar 
10 menit. Dan setelah itu, mungkin akan ada klarifikasi-klarifikasi awal 
dari Panel Hakim ini. Siap, ya? Sekarang silakan kepada Termohon 
Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021! 

 
20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: JOSUA VICTOR 
 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Jawaban Termohon terhadap 

Perkara Register Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh 
Pemohon, Dr. Nikodemus N. Rihi Heke dan Yohanis Uly Kale (Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur Tahun 2020 Nomor Urut 1). 

 Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia. Yang bertanda tangan di bawah ini, Kirenius Padji (...)  

 
21. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu dilewati saja, ya! Jadi, langsung saja kepada substansi. 
 

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
 Baik, Yang Mulia. Kirenius Padji memberi kuasa kepada Josua 

Victor dan kawan-kawan, dengan ini menyampaikan jawaban atas 
Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 sebagai berikut. 

Bahwa sebelum Termohon menyampaikan jawaban, baik dalam 
Eksepsi maupun Pokok Permohonan a quo, Termohon terlebih dahulu 
menyatakan dengan tegas bahwa Termohon sangat menolak keras serta 
membantah seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam 
Permohonan maupun dalam Petitumnya. 
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Adapun gambaran pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilihan Kepala 
Daerah Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, dapat kami 
gambarkan sebagai berikut.  

Pertama. Tahap pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 

Kedua. Tahap penelitian, kelengkapan, dan keabsahan dokumen 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. 

Ketiga. Tahap penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 
Sabu Raijua Tahun 2020. 

Keempat. Tahap rekapitulasi perolehan suara. 
Dan selanjutnya, tahap penetapan Pasangan Bupati dan Wakil 

Bupati Sabu Raijua Terpilih Tahun 2020. 
Bahwa seluruh rangkaian Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu 

Raijua mulai dari tahap pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu 
Raijua, tahap verifikasi dan seterusnya, sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karenanya, Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi, 
menyatakan sah dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum, 
segala keputusan yang telah diterbitkan Termohon dalam semua 
tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 
Tahun 2020. 

Dalam Eksepsi. Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi (...) 
 

23. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Kewenangan itu dilewatkan saja, ya? 
 

24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
 Siap, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan 

sebagaimana tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, 
Termohon memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia untuk menyatakan tidak berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hasil 
perhitungan perolehan suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu 
Raijua Tahun 2020 dalam Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, 
sebagaimana telah didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. 
Sehingga, sudah sepatutnya Pemohon untuk dinyatakan tidak dapat 
diterima. 

 Mengenai tenggang waktu pengajuan (...) 
 

25. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu dilewati saja! 
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26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
 Permohonan tidak jelas (...) 
 

27. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sudah … poin-poinnya, kan sudah disebutkan tadi? Ada 3 poin 

yang mau … pokok yang mau diceritakan? Itu saja yang disampaikan. 
 

28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: JOSUA VICTOR 
 
 Ada sedikit lagi, Yang Mulia. 
 

29. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan! 
 

30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
 Dalam Pokok Perkara. Bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam … 

dan argumentasi pada Pendahuluan dan Eksepsi tersebut di atas, maka 
beralasan menurut hukum bagi Termohon untuk memohon kepada Yang 
Mulia menjatuhkan putusan untuk mengabulkan Eksepsi Termohon, baik 
seluruhnya maupun dalam Pokok Perkara. 

Terima kasih, Yang Mulia. Dilanjutkan oleh rekan saya, 
Sudwijayanti.  

 
31. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan! 
 

32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
Dalam Pokok Permohonan. Bahwa semua hal yang terurai dalam 

gambaran umum pelaksanaan pemilihan dan Eksepsi Termohon 
merupakan satu-kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan 
dalam jawaban Permohonan ini. 

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil 
Permohonan Pemohon dan/atau segala hal yang dikemukakan oleh 
Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh 



 

7 

 

Termohon dalam Pendahuluan, Eksepsi, dan jawaban Permohonan ini. 
Mohon izin, saya membacakan di poin-poin yang terakhir.  

 Bahwa terhadap seluruh rangkaian tahapan pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 
2020, Termohon telah melaksanakan dengan asas kehati-hatian yang 
patut dan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan penyelenggaraan 
pemilihan tersebut juga dalam pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu 
Raijua. 

Adapun terhadap surat dari Bawaslu perihal mengingatkan (vide 
Bukti T-50) dan surat rekomendasi Bawaslu (vide Bukti T-51) telah 
ditindaklanjuti oleh Termohon dengan klarifikasi kepada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dan tidak ada keterangan 
yang menyimpang (vide Bukti T-52, T-53, T-54, dan T-55). 

 Oleh karenanya, Surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 
08/Bawaslu-SR/II/2021 Perihal Pemberitahuan Balasan Surat dari 
Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tertanggal 1 Februari tahun 2021 
(vide Bukti T-58 dan T-59) adalah surat pemberitahuan yang sudah 
sangat terlambat. Oleh (…) 

 

33. KETUA: SALDI ISRA   

 
Begini … gini, ya. Ini melompat sekali bulan Februari. Tadi 

dikatakan akan dijelaskan apa yang dilakukan oleh KPU ketika verifikasi 
pasangan calon. Kok tidak diuraikan itu? Itu kan harus diuraikan? Karena 
kan dari situ, mau dirujuk semuanya ini. Jangan melompat ke peristiwa 
yang terjadi beberapa bulan kemudian. 

Nah, uraian yang soal kapan, apa yang dilakukan ketika verifikasi, 
dan segala macamnya, kan tadi sudah di … disebutkan. Satu, verifikasi 
pasangan calon. Dua, tiga … nah, itu yang kami tunggu uraiannya.  

 

34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 

 Baik, Majelis. Verifi … sebelumnya kami mundur ke halaman 7.  
 
35. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Anda bikin poin-poin sendiri, kan poin-poin itu yang harus 
dijelaskan ke kita? 
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36. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Baik, Majelis. Akan kami uraikan proses tahapan pelaksanaan 
penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 
2020. 

Dimulai dari proses tahapan pendaftaran. Termohon telah 
melaksanakan pendaftaran dan pengumuman pendaftaran secara patut 
pada tanggal 4 Sep … 4 sampai 6 September tahun 2020. 

Kemudian, Termohon melakukan verifikasi dokumen syarat calon 
pasangan … calon bupati … Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 
Tahun 2020 pada tanggal 7 September 2020.  

 Kemudian, pada tanggal 11 September, Termohon menerima 
rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 128, tanggal 10 
September perihal rekomendasi, yang merekomendasikan agar KPU 
Kabupaten Sabu Raijua menelusuri keabsahan dokumen KTP elektronik 
dari Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore (vide Bukti T-
51). 

Menindaklanjuti (…) 
 

37. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Tanggal berapa itu? Coba pelan-pelan! 

 

38. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Tanggal 10 September (…) 
 

39. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Jadi, sudah ada rekomendasi dari Bawaslu kepada KPU untuk 
menelisik, ya, KTP elektronik salah satu pasangan calon?  

 

40. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Betul, Majelis. 
 
41. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Itu tanggal? 
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42. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Tanggal 10 September, yang diterima oleh Termohon tanggal 11 
September 2020. 

 

43. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Bawaslu, ada, ya, di buktinya nanti, ya? Nanti kita dalami. 

Silakan! 
 

44. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, permo … Termohon 
melakukan rapat pleno pada tanggal 15 September, yang pada intinya 
menungaskan ketua, divisi hukum dan pengawasan, serta kasubag teknis 
untuk melak … melakukan klarifikasi keabsahan dokumen KTP elektronik 
pada Dinas Dukcapil Kota Kupang pada tanggal 16 sampai 18 September 
2020 (vide Bukti T-53). 

 Kemudian, pada tanggal 14 September, Termohon menyampaikan 
hasil verifikasi dokumen ca … syarat calon kepada seluruh bakal 
pasangan calon untuk dilengkapi dan diperbaiki pada tanggal 14 sampai 
16 September 2020 sesuai jadwal penyampaian dokumen perbaikan.   

 
45. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Itu hasil verifikasinya apa? Kan verifikasi tadi, kan ke dukcapil, 
kan? 

 

46. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 

 Betul.  
 
47. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Apa hasilnya? 
 
48. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Berita Acara, Majelis.  
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49. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Bukan. Hasilnya … kok Berita Acara? 
 

50. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Hasilnya terdaftar. Drs. Orient P. Riwu Kore terdaftar sebagai 
Warga Negara Indonesia.  

 
51. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu dari dukcapil? 
 

52. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Betul. 
 

53. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Anda punya buktinya itu dari dukcapil? 
 

54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 

 Ada.  
 
55. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Di bukti berapa itu? 
 
56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Bukti T … T-51, Majelis.  

 

57. KETUA: SALDI ISRA 

 
 T-51. Oke, silakan lanjutkan!  

 

58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 T-51 dan T-53, Majelis.  
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59. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Oke, terus! 
 

60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 

 Bahwa pada tanggal 16 September 2020, Termohon melakukan 
klarifikasi keabsahan dokumen e-KTP Saudara Orinet P. Riwu Kore ke 
Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. 

Dalam klarifikasi tersebut, Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan 
Sipil Kota Kupang, Drs. Agus Ririmasse, menyatakan bahwa pada … 
dalam proses pengurusan administrasi kependudukan berupa e-KTP atas 
nama Orient P. Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang yang 
beralamat di RT 03/RW 01 Kelurahan Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, 
Kota Kupang, dan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.  

 
61. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Anda lihat enggak di situ tanggal berapa tanggal KTP-nya 

tertanggal berapa? 
 

62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Terlampir dalam bukti kami, Majelis. 
 

63. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Bukti T-51, T-53 itu? 
 

64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya.  
 

65. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, nanti kita cek. Ada, ya, Bukti T-51, T-53? Untuk melihat 

tanggal KTP-nya. Silakan lanjutkan! 
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66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Kemudian, terhadap klarifikasi tersebut, Termohon mengirimkan 

kronologi dan Berita Acara Hasil Klasifikasi Keabsahan Dokumen e-KTP 
Bakal Calon Bupati atas nama Drs. Orient P. Riwu Kore kepada Bawaslu 
(vide Bukti T-54 dan T-55). 

 
67. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, terus? 
 

68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Selanjutnya, tahapan … tahapan berjalan dengan tahapan 

selanjutnya (…) 
 

69. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, setelah Anda mengirim kronologi, tahapan dilanjutkan. 

Begitu, ya? 
 

70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Betul.  
 

71. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Apa selanjutnya? 
 

72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Selanjutnya, penetapan ca … penetapan Calon Bupati dan Wakil 

Bupati Sabu Raijua. 
 

73. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
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74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Kemudian, pengundian nomor urut pasangan calon dan 

ditetapkan dalam keputusan Termohon. 
Terhadap … terhadap seluruh keputusan yang telah dilakukan 

dalam saat itu, dihadiri pula oleh pasangan calon yang lain, Bawaslu, dan 
saksi-saksi yang lain, dan tidak ada keberatan. 

 
75. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Dihadiri semua pas … paslon, Bawaslu, tidak ada keberatan, ya? 

Tidak ada catatan keberatan, ya? 
 

76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Tidak ada catatan keberatan. 
 

77. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Termasuk tidak ada catatan keberatan dari Bawaslu?  
 

78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Tidak ada.  
 

79. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Tidak ada, ya? 
 

80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Tidak ada.  
 

81. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Nanti akan ditanya kepada Bawaslu. Terus? 
 

82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Kemudian, masuk ke tahap rekapitulasi. 
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83. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Oke. 
 

84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Pada saat tahap rekapitulasi, diputuskan pula Keputusan Nomor 

342. 
 

85. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Dan Rapat Pleno terbuka dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten 

Sabu Raijua, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, Panitia Pemilihan 
Kecamatan se-Kabupaten Sabu Raijua, Panitia Pengawas Kecamatan se-
Kabupaten Sabu Raijua, Pasangan Calon dan Wakil Bupati, dan Saksi 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Nomor 
Urut 2 (vide Bukti 41). 

 
87. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, terus? 
 

88. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Pada prinsipnya, pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

Sabu Raijua Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur 
dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur, dan adil. Hal 
tersebut dapat dilihat dari jumlah partisipasi pemilih sebesar (…) 

 
89. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, itu dilewati saja! Apa lagi setelah itu? Tadi kan … baru mulai 

masuk ke Bulan Februari. 
 

90. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya. 
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91. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Yang Februari yang dijelaskan tadi itu, apa itu?  
 

92. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Kemudian, Bawaslu mengirimkan surat. 
 

93. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ada surat lagi dari Bawaslu? 
 

94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Ya, Nomor 8/Bawaslu-SR/II/2021 Perihal Pemberitahuan Balasan 

Surat dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta, tertanggal 1 Februari 
tahun 2021, (Bukti T-58 dan T-59). 

 
95. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, Surat Nomor 8 itu … Surat Bawaslu Nomor 8 itu 

pemberitahuan surat jawaban dari Kedutaan Besar Amerika? 
 

96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Betul. 
 

97. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu suratnya ke KPU tanggal berapa? 

 
98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Tanggal 2 Februari. 
 

99. KETUA: SALDI ISRA 

 
 2 Februari surat Bawaslu ke KPU? 
 
 



 

16 

 

100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya. 
 

101. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, 2021? 
 

102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya. 
 

103. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Itu surat dari kedutaan itu tertanggal berapa? 
 

104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Tanggal 1 Februari. 
 

105. KETUA: SALDI ISRA 

 
1. Jadi jaraknya 1 hari, ya? 
 

106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya.  
 

107. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, apa lagi yang mau dijelaskan? 
 

108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Bahwa tang … surat tertanggal 1 Februari itu dikirimkan setelah 

Termohon mengirimkan dokumen kepada Kementerian Kemendagri 
melalui DPRD. 
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109. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Dokumen apa itu? 
 

110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Penetapan calon … penetapan bupati dan wakil bupati terpilih. 
 

111. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, jadi (…) 
 

112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Penetapan … penetapan (…) 
 

113. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Kapan penetapan itu dilakukan? 
 

114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Tanggal 23.  
 

115. KETUA: SALDI ISRA 
 
 23 (…) 
 

116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Januari tahun 2021. 
 

117. KETUA: SALDI ISRA 

 
 2021. Kemudian, ke DPRD-nya? 
 

118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Tanggal 23 Januari tahun 2021. 
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119. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Oke. Terus, apa lagi? 
 

120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Sehingga terhadap pemberitahuan tersebut, sudah di luar keme … 

kewenangan Termohon untuk menindaklanjuti (…) 
 

121. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Anda jangan menjelaskan itu dulu! Jelaskan saja kronologisnya 

dulu! Jangan menilai peristiwa, nanti kami yang menilai peristiwanya.  
 

122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Baik, Majelis. 
 

123. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, enggak perlu juga ini KPU sudah melaksanakan, Bawaslu 

sudah melaksanakan dengan baik, itu … itu kerjaan kami nanti 
menilainya. Sampaikan saja kronologis peristiwa itu secara utuh.  

 
124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Baik, Majelis. 
Kemudian, pada tanggal 11 Januari tahun 2000 (…) 
 

125. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ini balik lagi ini? 
 

126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Mohon maaf.  
 

127. KETUA: SALDI ISRA 
 
 11 Januari? Tadi sudah sampai 2 Februari. 
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128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Mohon maaf, Majelis. Di poin 24, kami menyampaikan bahwa 

fakta lainnya yang membuat Termohon semakin keberatan dengan 
tuduhan kelalaian dan ketidakcermatan Termohon. Bahkan, adanya 
pelanggaran administrasi oleh Termohon. 

Oleh karena Tim Kampanye Mabala dan Mahoro juga menyatakan 
keberatannya kepada Termohon terhadap isu hukum adanya 
kewarganegaraan ganda bupati terpilih pada tanggal 1 Februari tersebut. 
Dalam suratnya, terdapat lampiran surat dari Bawaslu kepada Amapedo 
Nomor 4 tertanggal 11 Januari 2021 perihal Penjelasan (vide Bukti T-62). 

Dalam surat Bawaslu tersebut (…) 
 

129. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Surat … 11 Januari itu surat-surat apa itu? 
 

130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Itu surat dari Bawaslu kepada Amapedo. 
 

131. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Surat apa isinya? 
 

132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Bawaslu telah mengirimkan beberapa surat kepada … Bawaslu 

memberitahukan kepada Amapedo bahwa Bawaslu telah mengirimkan 
beberapa surat kepada instansi-instansi pemerintah terkait, mencari 
informasi kewarganegaraan bupati terpilih. Akan tetapi, dari keseluruhan 
surat-surat tersebut, tidak satu pun tembusan kepada Termohon. 

 
133. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, ada surat-surat Bawaslu kepada pihak-pihak lain dalam 

kontestasi ini berkaitan dengan status kewarganegaraan itu, tapi tidak 
satu pun ditembuskan kepada KPU? 
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134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Betul, Majelis. 
 

135. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, apa lagi? Di antaranya surat tertanggal 11 Januari, ya? 
 

136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Ya, surat Bawaslu kepada Amapedo. 
 

137. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Oke, apa lagi yang mau disampaikan? 
 

138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Cukup, Majelis. 
 

139. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Cukup.  
 

140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Pada dasarnya, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan 

penyelenggaraan pemilihan (…) 
 

141. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya, itu enggak usah disampaikan, nanti kami yang menilai itu. 

Penting betul Anda menyampaikan itu, sudah ... apa ... sudah 
menyelenggarakan itu. Itu dititipkan, ya, harus menyampaikan seperti 
itu? Ini harus, penting disampaikan depan Mahkamah nanti, ya, begitu? 
Nanti kan sudah dikatakan kami yang menilai. 

 
142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Baik, Majelis. 
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143. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Oke (…) 
 

144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Kami sampaikan Petitum. 
 

145. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan, sampaikan Petitum! 
 

146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: SUDWIJAYANTI 
 
 Petitum. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, 

Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya 
sebagai berikut. 

 Dalam Eksepsi, mengambulkan Eksepsi Termohon.  
 Dalam Pokok Perkara:  
1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342/HK.03.1-
KPT/5320/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Sabu Raijua Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, pukul 
14.15 WITA beserta segala dokumen turunannya.  

 Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  

 Hormat kami, Kuasa Termohon, Joshua Victor, S.H., C.L.A., 
CPrM., C.P.C.L., C.C.P., C.L.E., Alfonsus Hilarius Ase, S.H., M.Hum., 

Periati Boru Ginting, S.H., M.H., M.Kn, C.L.A., Sudwijayanti, S.H, M.H, 
C.L.A., Akmal Hidayat, S.H., S.Hi, M.H., Faisal Wahyudi Wahid Putra, 
S.H., M.H., M.Kn, Tondi (…) 

 
147. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Nah, itu yang lain-lain dianggap dibacakan, ya! 
 

148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: SUDWIJAYANTI 

 
 Baik, Majelis. 
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149. KETUA: SALDI ISRA 
 
Apalagi gelar yang aneh-aneh itu, banyak sekali gelarnya, C.L.A., 

CPrM., dan segala macamnya itu.  
 Sekarang, silakan Termohon untuk Perkara 134/PHP.BUP-

XIX/2021! 
 

150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia Majelis. Izinkan saya membacakan 

Pokok-Pokok Permohonan.  
 

151. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Tolong agak didekatkan ke mik supaya suaranya jelas. 
 

152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Baik. Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 

134/PHPU.BUP- … mohon maaf, diulangi. Jawaban Termohon terhadap 
Perkara Nomor 134/PHPU yang diajukan oleh (…) 

 
153. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ini PHP, bukan PHPU, ya. Silakan! 
 

154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Langsung ke Permohonan. Kepe … mohon izin, saya akan 

bacakan dalam Eksepsi pada poin Legal Standing saja. Mohon yang 
lainnya dianggap dibacakan. 

 
155. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya. Silakan! 
 

156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Bahwa ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 menetapkan bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan (…) 
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157. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Nah itu dilewati saja! Biar itu kami yang menilai (…) 
 

158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Baik. 
 

159. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu sudah standar, ada penilaiannya di sini. 
 

160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
 Baik. Bahwa dengan adanya ketentuan mengenai Legal Standing, 

berarti tidak semua orang atau pihak mempunyai hak mengajukan 
Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Hanya mereka yang benar-benar 
mempunyai kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon. 
Namun, Pemohon menciptakan aturan baru dengan membuat 
pemaknaan sendiri atau tafsiran tentang Legal Standing Pemohon. 

Bahwa Pemohon adalah Herman Lawe Hiku. Bahwa Pemohon II 
adalah Marthen Radja, orang perorangan Warga Negara Indonesia, 
bukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, begitu juga 
dengan Herman Lawe Hiku. 

Bahwa Pemohon III adalah Yanuarse Bawa Lomi untuk dan atas 
nama Aliansi Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua adalah aliansi 
yang belum melaporkan, atau mendaftarkan, serta tidak terdaftar 
keberadaannya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sabu 
Raijua (vide Bukti T-1). 

 
161. KETUA: SALDI ISRA 

 
Anda ini mau mengatakan bahwa dia tidak memiliki Legal 

Standing, ya? Karena dia kelompok masyarakat? 
 

162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Ya.  
 

163. KETUA: SALDI ISRA 

 
Sudah, dilewati itu saja. Nanti kita yang menilai soal itu. 
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164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Baik. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar pengaturan 

sebagaimana diuraikan Termohon, mohon agar Permohonan Pemohon 
dinyatakan tidak dapat diterima. 

 
165. KETUA: SALDI ISRA 

 
Terus? 
 

166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Mohon izin, langsung ke Pokok Permohonan, Yang Mulia. 
 

167. KETUA: SALDI ISRA 

 
Silakan! 
 

168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Bahwa apa yang diajukan oleh Termohon dalam Eksepsi, mohon 

agar dijadikan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Pokok 
Permohonan Pemohon. 

Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh uraian dalil yang 
dimohonkan oleh Para Pemohon karena tidak berdasarkan hukum.  

Bahwa Termohon menjawab dalil-dalil Pemohon dalam Pokok 
Permohonannya, terlebih dahulu Termohon menggambarkan secara 
umum tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 sebagai berikut.  

Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu telah berpedoman pada 
ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu 
dengan tahapan meliputi: 

- Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020. 

- Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu 
Raijua Tahun 2020. 

- Verifikasi, penelitian, persyaratan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 

- Penetapan Pasangan Calon dan Wakil Bupati Sabu Raijua 
Tahun 2020. 
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- Pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, 
penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil penghitungan 
suara. 

- Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua. 
- Penyelesaian penyelenggaraan dan sengketa hasil Bupati dan 

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 
- Pengusulan pengesahan pengangkatan Calon Terpilih Bupati 

dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 
Tahap demikian yang diuraikan telah dilaksanakan sesuai dan 

tidak terdapat cacat formil. 
Bahwa tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon 
dalam perkara a quo dilaksanakan secara langsung dan demokratis 
berdasarkan asas langsung (…) 

 
169. KETUA: SALDI ISRA 

 
Oke, begini. Karena Anda ini sama, ya, sama-sama dari Termohon 

walaupun nomornya berbeda. Ada ndak keterangan Anda yang berbeda 
atau yang menambahkan keterangan yang disampaikan oleh Termohon 
Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021? Ada yang berbeda? Ada yang perlu 
ditambahkan? 

 
170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Pada intinya sama, Yang Mulia. 
 

171. KETUA: SALDI ISRA 

 
Jadi, pada intinya, kronologis tahapan tadi yang disampaikan oleh 

Termohon 133/PHP.BUP-XIX/2021 itu pada intinya sama dengan yang 
Termohon sampaikan untuk Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021? 

 
172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Betul, Yang Mulia. 
 

173. KETUA: SALDI ISRA 

 
Kalau pada intinya sama, yang membedakannya apa? Ada, 

enggak? 
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174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Izinkan saya membacakan Petitum. Karena (…) 
 

175. KETUA: SALDI ISRA 

 
Bukan. Pertanyaan saya dijawab dulu. Kalau dikatakan pada 

intinya sama, kan ada juga yang tidak intinya yang berbeda? Apanya 
yang berbeda itu? Sama persis atau pada intinya sama? 

 
176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Dalam Pokok Perkara, pada intinya sama, Yang Mulia. 
 

177. KETUA: SALDI ISRA 

 
Oke. Jadi, keterangan yang itu sama dengan yang mau Anda 

terangkan, ya? 
 

178. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Ya. 
 

179. KETUA: SALDI ISRA 

 
Tidak ada perbedaannya? 
 

180. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Ya. 
 

181. KETUA: SALDI ISRA 

 
Oke. Kalau begitu, silakan masuk ke Petitum! 
 

182. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
Mungkin bisa ditambahkan, Yang Mulia? 
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183. KETUA: SALDI ISRA 
 
Siapa yang mau menambahkan? Anda perkara nomor berapa? 
 

184. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
133/PHP.BUP-XIX/2021. 
 

185. KETUA: SALDI ISRA 

 
Sudah. Bagian Anda sudah selesai. Sekarang 134/PHP.BUP-

XIX/2021. 
 

186. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-
XIX/2021: JOSUA VICTOR 

 
Siap. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

187. KETUA: SALDI ISRA 

 
Silakan, 134/PHP.BUP-XIX/2021! 
 

188. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Baik. Bahwa keseluruhan dokumen tersebut di atas, telah … telah 

diverifikasi keabsahannya oleh Termohon pada tahapan verifikasi 
administrasi dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon dalam 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 yang sampai 
dengan saat ini belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang 
menerbitkannya (…) 

 

189. KETUA: SALDI ISRA 

 
Agak keras suaranya itu! 
 

190. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 
Sehingga dokumen tersebut sah secara hukum, dimana syarat 

utama penerbitannya adalah status kewarganegaraan haruslah Warga 
Negara Indonesia. 

Masuk ke Petitum. 
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191. KETUA: SALDI ISRA 
 
Silakan! 
 

192. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang diajukan oleh Termohon 

di atas, maka Termohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi melalui 
Majelis Yang Mulia agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai 
berikut. 

1. Dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. 
2. Dalam Pokok Permohonan: 

1) Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat 
diterima. 

2) Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua … mohon maaf, 
Yang Mulia, typo kurang i di Komisi (…) 

 
193. KETUA: SALDI ISRA 

 
Silakan! 
 

194. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 
 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu 
Raijua Nomor 152 dan seterusnya tentang Penetapan 
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 
September 2020. Keputusan Komisi Pemilihan Umum 
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 dan seterusnya tentang 
Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta 
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu 
Raijua Tahun 2020, tanggal 24 September 2020.  

3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 
Nomor 342 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020, 
tanggal 16 Desember 2020. 

4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua 
Nomor 25 dan seterusnya tentang Penetapan Pasangan 
Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan 
Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020, tanggal 23 
Januari 2021.  
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Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon 
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).  

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Mohon dianggap 
dibacakan.  

 
195. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sudah, ya? 
 

196. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Demikian. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

197. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih. Ini sebetulnya enggak perlu dua apa ini … Kuasa 

Hukum, tapi, ya karena … apa namanya ... standarnya sudah begitu. Ada 
Permohonan 1, 1 Kuasa Hukumnya. Ada Permohonan lagi, 1 lagi Kuasa 
Hukumnya. Padahal, keterangannya sama. Jangan-jangan dari kantor 
hukum yang sama ini? 

 
198. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

199. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Betul. Ya, kan? Kerjaan satu, dapat honornya dua, lumayan 

jugalah, ya. Oke, terima kasih.  
Ini kita lanjutkan sekarang penyampaian Keterangan Pihak 

Terkait. Silakan, Pihak Terkait untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021. 
Pokok-pokoknya saja! Dipersilakan! 

 
200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: ABADI HUTAGALUNG 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan pokok-pokok 

Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 133/PHP.BUP-
XIX/2021.  

 Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Pusat Partai 
Demokrasi Indonesia Perjuangan.  

Selanjutnya. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi. Yang 
bertanda tangan di bawah ini, kami kira tidak perlu kami bacakan (...)  
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201. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ya, tidak usah dibacakan karena sudah ditulis dengan baik.  
 

202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: ABADI HUTAGALUNG 

 
 Baik. Terhadap juga tidak perlu kami bacakan.  
Yang perlu kami sampaikan, Yang Mulia.  
 

203. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya.  
 

204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: ABADI HUTAGALUNG 

 
Pada dasarnya, Permohonan yang diajukan Pemohon, bukanlah 

terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (…) 
 

205. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke.  
 

206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: ABADI HUTAGALUNG 

 
Karena semata-mata terkait dengan yang dinyatakan oleh 

Pemohon kewarganegaraan ganda.  
Demikian juga tentang Kedudukan Hukum Pemohon, itu juga 

menurut kami tidak mempunyai legal standing karena tidak 
mempersoalkan perselisihan hasil suara, melainkan mempersoalkan 
pelanggaran terhadap asas mandiri, jujur, dan adil dalam penetapan 
Pihak Terkait sebagai pasangan calon. 

 Tenggang waktu juga dipandang sangat tidak memenuhi 
ketentuan, yaitu 3 hari.  

Kemudian, kami beranggapan bahwa Permohonan Pemohon 
adalah kabur atau obscuur libel karena Pemohon memohon pembatalan 
keputusan KPU mengenai penetapan perolehan suara yang signifikan 
dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih dalam pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota 
dan wakil wali kota, sedangkan objek dalam perselisihan hasil pemilihan 
adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil 
pemilihan yang signifikan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.  
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 Selanjutnya, untuk Pokok Permohonan disampaikan rekan kami, 
Ibu Paskaria Tombi.  

 
207. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan! 
 

208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Izin kami lanjutkan, Yang Mulia.  
Dalam Pokok Permohonan. Bahwa kami Pihak Terkait menolak 

secara tegal … tegas seluruh dalil Pemohon, kecuali terhadap apa yang 
kami akui kebenarannya.  

 Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon 
adalah apakah pada saat pencalonan Orient sebagai warga negara 
Amerika, sehingga yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan 
untuk menjadi pasangan calon sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 
Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 1 angka 18 Peraturan KPU Nomor 1 
Tahun 2020.  

 Bahwa untuk menjawab hal tersebut, maka kami akan mengurai 
ke dalam 5 hal. 

Yang pertama, Orient adalah Warga Negara Indonesia, putra asli 
Kupang yang tidak pernah kehilangan kewarganegaraan Indonesia atau 
Orient berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah 
terputus.  

 Bahwa berdasas … berdasarkan asas yang dianut pada Undang-
Undang Kewarganegaraan kita, antara lain adalah asas ius sanguinis 
atau law of the blood, maka kewarganegaraan seseorang adalah 
berdasarkan garis keturunan.  

Bahwa di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan kita Pasal 2 
dan Pasal 4 huruf a menjelaskan perihal siapa yang dapat menjadi 
Warga Negara Indonesia. Dan karena Orient adalah putra asli Indonesia 

yang lahir dari ayah dan ibu Indonesia yang besar di Kupang dan juga 
Orient memiliki pembuktian terdokumentasi perihal kewarganegaraan 
Indonesianya dalam bentuk KTP aktif dengan NIK 3172072071064008 
dan paspor Indonesia aktif dengan nomor X746666. Maka berdasarkan 
hal tersebut dan dihubungkan dengan Undang-Undang 
Kewarganegaraan, Orient yang lahir dari ayah dan ibu orang Indonesia 
asli memiliki KTP dan paspor Indonesia aktif, maka secara de facto dan 
de jure adalah Warga Negara Indonesia.  

Yang kedua, Orient tidak pernah mengajukan permohonan 
pelepasan kewarganegaraan Indonesia, dan tidak pernah ada laporan 
resmi perihal kewarganegaraan ganda selama pemilihan sampai dengan 
selesainya tahapan pemilihan, dan tidak pernah ada dokumen keputusan 
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resmi pencabutan kewarganegaraan Indonesia atas Orient. Bahwa 
sampai dengan saat ini, Orient  tidak pernah mengajukan permohonan 
pelepasan kewarganegaraan Indonesianya. 

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Pasal 23 
juncto PP ... PP Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31 dijelaskan perihal 
kehilangan kewarganegaraan. Namun, apabila kita hubungkan dengan 
ketentuan lanjutan dari PP Nomor 2 Tahun 2007 pada Pasal 32, Pasal 33, 
dan Pasal 34, yang pada intinya menjelaskan perihal kehilangan 
kewarganegaraan seharusnya diinisiasi dengan adanya laporan, yang 
mana laporan tersebut wajib untuk ditindaklanjuti, dan dengan 
klarifikasi, dan diikuti dengan pembuatan keputusan oleh menteri terkait 
yang membawahi kewarganegaraan. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, dikarenakan pada tahap 
pencalonan di bulan September sampai dengan selesainya tahap 
pemilihan tidak pernah ada laporan, dan tidak ada proses klarifikasi, 
serta tidak adanya keputusan menteri sehubungan dengan pencabutan 
kewarganegaraan Indonesia Orient. Oleh karenanya, Orient adalah 
Warga Negara Indonesia yang status kewarganegaraannya wajib 
dilindungi oleh hukum Indonesia.  

Fakta yang ketiga, fakta perolehan kewarganegaraan Amerika 
Orient adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam 
pekerjaannya dan bukan berdasarkan keinginan hatinya. Bahwa setelah 
lulus dari Kupang, Orient melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat 
dan ia bekerja di Amerika Serikat. Bahwa sebagai Warga Negara 
Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun 1997, kemudian 
ia menikah dengan warga negara Amerika Serikat pada tahun 2000. Dan 
berlandaskan pernikahan tersebut, ia memperoleh greencard pada tahun 
2000.  

Bahwa pada tahun 2006, Orient mulai bekerja sebagai electrition 
pada General Dynamics NASSCO, sebuah perusahaan yang bergerak di 
bidang pembuatan kapal tempur untuk Angkatan Laut Amerika Serikat 
dan kapal minyak. Oleh karena sifat pekerjaan NASSCO yang sangat 
rahasia tersebut, maka setiap karyawan yang akan dipekerjakannya 
diwajibkan untuk memperoleh kewarganegaraan Amerika atau US 
Citizenship is required (Bukti PT-7).  

Bahwa guna memenuhi kewajiban persyaratan administrasi 
tersebut, NASSCO sebagai sponsor company dari Orientlah yang 
melakukan proses pengurusan kewarganegaraan Amerika Orient dan 
Orient sama sekali tidak pernah melepaskan kewarganegaraan 
Indonesianya karena pengurusan perolehan kewarganegaraan Amerika 
tersebut murni untuk kewajiban administrasi pekerjaan dan bukan 
keinginan pribadi dari Orient.  

Bahwa dihubungkan dengan hukum kewarganegaraan Amerika 
Serikat, yaitu The Immigration and Nationality Act yang terkodifikasi di 
dalam title 8 dari US Code, diketahui untuk memperoleh 
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kewarganegaraan Amerika dapat dilakukan melalui 4 cara. Yang 
pertama, melalui naturalisasi. Yang kedua, melalui perkawinan. Yang 
ketiga, melalui keturunan atau kelahiran. Dan yang keempat, melalui 
penggabungan dengan angkatan bersenjata. 

Bahwa status warga negara Amerika Orient yang baru diproses 
pada tahun 2007, dapat kita ketahui Orient tidak pernah berniat untuk 
mengganti kewarganegaraannya atau memperoleh kewarganegaraan 
Amerika. Karena apabila dihubungkan dengan perkawinannya dan durasi 
lamanya ia tinggal di Amerika, seharusnya sudah sejak awal ia dapat 
memperoleh status kewarganegaraan Amerika sebagaimana diatur di 
dalam title 8 dari United States Code Section 1430 atau dikenal dengan 
319 Immigration and National Act ... and Nationality Act. Izin kami 
bacakan, Yang Mulia (...)  

 
209. KETUA: SALDI ISRA 

 
Yang ini enggak usah dibacakan, ya! 
 

210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
Baik. 
 

211. KETUA: SALDI ISRA 

 
Nanti biar kami yang membacanya.  
 

212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
Baik. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka diketahui 

adalah poin penting persyaratan untuk mengajukan kewarganegaraan 
Amerika bagi orang asing yang menikah dengan Warga Negara 
Indonesia adalah have been living in marital union with the US citizen 
spouse during the three years immediately before the date of filing the 
application. Yang artinya bahwa mereka dapat memperoleh 
kewarganegaraan Amerika dalam waktu tiga tahun sebelum tanggal 
pengajuan aplikasi. 

Dihubungkan dengan kasus Orient, maka apabila ia memang 
benar berdasarkan keinginannya dan kemauannya untuk memperoleh 
kewarganegaraan Amerika, seharusnya ia dapat mengajukannya lebih 
cepat karena ia telah menikah di tahun 2000. 

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Orient diketahui 
memiliki atau memperoleh kewarganegaraan Amerika karena kewajiban 
pekerjaan.  
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 Fakta yang keempat, yang penting, Yang Mulia. Fakta perihal 
paspor Amerika yang dimiliki oleh Orient telah diajukan pembatalan, atau 
pencabutan, atau pelepasannya melalui Kedutaan Amerika Serikat di 
Jakarta pada tanggal 5 Agustus 2020 sebelum dimulainya pendaftaran 
sebagai pasangan calon.  

 Bahwa karena Orient adalah warga asli Kupang dan atas 
permintaan orang tuanya, maka ia bersama dengan Thobias Uly 
kemudian mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati 
dengan tunduk pada hukum yang berlaku. 

Khusus untuk Orient, ia mendaftarkan dengan menggunakan 
identitas yang berlaku berupa KTP Nomor 3172020710640008, yang atas 
masukan Bawaslu pada saat itu telah sempat dilakukan klarifikasi oleh 
KPU Sabu Raijua kepada Dinas Dukcapil Sabu Raijua dan kepada Kanwil 
Kementerian Hukum dan HAM NTT. 

Dan kemudian, setelah semua proses verifikasi selesai secara 
objektif, maka Orient ditetapkan melalui Keputusan KPU Nomor 152 dan 
seterusnya tentang Penetapan Pasangan Calon. Dan setelah verifikasi 
tersebut diumumkan, tidak pernah ada keberatan atau laporan, baik 
laporan ke Bawaslu maupun gugatan tata usaha negara dari salah satu 
pasangan calon maupun tim suksesnya. Bah (…)  

 
213. KETUA: SALDI ISRA 

 

Itu, Bu, tunggu sebentar. Itu bukti P berapa, ya? Bukti bahwa dia 
mengajukan Permohonan tanggal 5 Agustus itu, di bukti (...)  

 
214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

 PT-7, Yang Mulia.  
 

215. KETUA: SALDI ISRA 
 

 PT-7, ya?  
 

216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

Siap.  
 

217. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Nanti kita cek.  
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218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Maaf, Yang Mulia, PT-9.  
 

219. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Oh, PT-9?  
 

220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Siap.  
 

221. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Lanjutkan, silakan! 
 

222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik. Kemudian, pada bulan Agustus 2020, Orient mengajukan 
permohonan pelepasan kewarganegaraan dengan melalukan pengisian 
form resmi Request for Determination of Possible Loss of United States 
Citizenship melalui Kedutaan Amerika Serikat. Namun, sangat 
disayangkan karena kelalaian dari Kedutaan Amerika Serikat, sehingga 
permohonan pelepasan kewarganegaraan tersebut saat itu tidak 
ditindaklanjuti dengan alasan Covid.  

 Bahwa Orient kemudian beberapa kali melakukan komunikasi 
dengan pihak kedutaan, namun tidak mendapat jawaban pasti perihal 
tindak lanjut atas proses renunciation atau pelepasan atas 
kewarganegaraan yang diajukannya. Hal tersebut bertentangan dengan 
apa yang telah diatur secara tegas dan terang benderang dalam aturan 
hukum kewarganegaraan Amerika atau The Immigration and Nationality 
Act.  

 Bahwa merujuk pada Title 8 dari United States Code Section 
1481, Yang Mulia, berbunyi, “A person who is a national of the united 
states whether by birth of naturalization, shall lose his nationality by 
voluntarily performing any of the following acts with the intention of 
relinquishing United States nationality.” 

 Kami masuk ke dalam poin kelima, bentuk perbuatannya adalah 
making a formal renunciation of nationality before a diplomatic or 
consular officer of the United States in a foreign states, in such form as 
maybe prescribed by the Secretary of state.   

 Kami terjemahkan.  
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223. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ndak usah diterjemahkan.  
 

224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Title 8 
United States Code tersebut, diketahui terdapat 3 elemen yang harus 
dipenuhi dalam pelepasan kewarganegaraan Amerika.  

 Yang pertama, appear in person before a US consular or 
diplomatic officer. Yang kedua, in a foreign country at a US Embassy or 
consulate. Dan yang ketiga, signing an oath of renunciation.  

 Bahwa saat ini, Orient telah memenuhi seluruh ketentuan tersebut 
di atas karena Orient telah hadir secara langsung di kedu … di Kedutaan 
Besar Amerika Serikat yang ada di Jakarta, Orient telah menandatangani 
pernyataan pelepasan kewarganegaraan, dan Orient telah membayar 
biaya wajib dalam rangka pelepasan kewarganegaran tersebut.  

 
225. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Itu kapan terjadinya ini peristiwa yang angka 21 ini?  
 

226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

 Bulan lalu, Yang Mulia. 
  

227. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Bulan lalu, ya?  
 

228. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Ya.  
 

229. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Jadi, yang poin 21 ini dilakukan Orient pada Bulan Februari?  
 

230. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Betul, Yang Mulia. Karena (...)  
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231. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Apa buktinya?  
 

232. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Kami hadirkan, Yang Mulia, bukti.  
 

233. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Bukti berapa?  
 

234. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

  Buktinya masih kami kopi, Yang Mulia, minta dari Prinsipal 
terhadap bukti pembayaran (...)  

 
235. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Jadi, ini baru statement, ya? Ini harus klir, ya? Ini baru statement 
dari Pihak Terkait, ya?  

 
236. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik, Yang Mulia.  
 

237. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Belum ada bukti bahwa tadi dikatakan sudah memenuhi datang 
ke sini, ini, dan segala macamnya?  

 
238. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik, Yang Mulia. Karena (...)  
 

239. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Itu baru statement, ya?  
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240. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

241. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Belum ada buktinya? 
 

242. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Baik.  
 

243. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Dan itu baru terjadi bulan Februari?  
 

244. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Bulan … betul, Yang Mulia. Karena di Agustus (...)  
 

245. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 
 Spesifiknya kapan Februarinya? Jangan … pertanyaan saya saja 

yang dijawab. Itu … peristiwa itu terjadi pada bulan Februari untuk 
memenuhi 3 kriteria tadi itu? 

 

246. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

Betul, Yang Mulia. 
 

247. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Tanggal berapa? 
 

248. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Spesifiknya, kami harus tanyakan, Yang Mulia. 
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249. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Harus ditanyakan, ya? 
 

250. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Karena ada di email (...) 
 

251. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Tapi ini statement 21 ini belum ada bukti, ya? 
 

252. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

 Baik, Yang Mulia. 
 

253. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Oke, terima kasih. Silakan lanjutkan! 
 

254. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Baik. Bahwa berdasarkan aturan The Imigration and Nationality 

Act atas adanya permohonan tertulis dalam form request for 
determination of possible loss of united states citizenship pada tanggal 5 
November 2020 adalah tindakan resmi pelepasan kewarganegaraan 
Amerika oleh Orient. 

Dengan demikian, kewarganegaraan Orient adalah 
kewarganegaraan tunggal, yaitu kewarganegaraan Indonesia yang 
belum pernah dicabut oleh pemerintah atau diajukan pelepasannya oleh 

Orient. 
 Fakta yang kelima adalah fakta surat dari (...) 
 

255. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Itu poin yang disebutkan ... sebentar, itu di mana? Yang ada 
November-November itu? 

 

256. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Agustus, Yang Mulia. 
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257. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Agustus? Tadi ada ... ada tersebut November kalau saya enggak 
salah dengar itu. 

 
258. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Tidak ada, Yang Mulia. 
 

259. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, silakan! 
 

260. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Fakta yang kelima. 
 

261. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Ya. 
 

262. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

 Fakta surat dari Kedutaan Besar Amerika Serikat yang 
menerangkan bahwa Orient Kore sebagai pemegang pasport Amerika 
bukanlah alat bukti yang dapat dijadikan acuan perihal kewarganegaraan 
ganda. Bahwa status WNI seseorang tidak dapat ditentukan semata-
mata berdasarkan surat keterangan kedutaan asing bahwa yang 
bersangkutan memiliki paspor asing, melainkan haruslah didasarkan 
pada pemenuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Bahwa korespondensi yang dilakukan oleh Orient pada tanggal 5 
Agustus perihal permohonan pelepasan kewarganegaraan yang tidak 
ditindaklanjuti oleh pihak Kedutaan Amerika dengan alasan Covid dan 
kemudian pada tanggal 1 Februari justru Kedutaan Amerika di Jakarta 
mengeluarkan surat keterangan perihal Orient adalah pemegang paspor 
Amerika adalah hal yang tidak berkesesuaian dengan fakta dan tidak 
dapat dibenarkan secara hukum.  

Bahwa seharusnya pada Bulan Agustus 2020, Kedutaan Amerika 
Serikat segera melakukan proses atau segera menindaklanjuti 
permohonan pelepasan kewarganegaraan Amerika karena semua 
persyaratan yang diwajibkan di dalam The Imigration and Nationality Act 
section 349 telah dipenuhi oleh Orient dan tidak terdapat alasan hukum 
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bagi Amerika melalui keduataan besarnya untuk menunda pelepasan 
kewarganegaraan tersebut.  

 Berdasarkan elaborasi atas fakta, aturan hukum Indonesia, dan 
aturan hukum Amerika Serikat, maka yang pertama, Orient telah 
memenuhi persyaratan sebagai calon. Yang kedua bahwa Undang-
Undang Kewarganegaraan Indonesia juncto Peraturan Pemerintah 
Nomor 2 Tahun 2007 mengatur perihal peristiwa yang dapat 
menyebabkan seseorang dapat menjadi kehilangan 
kewarganegaraannya. Namun, peristiwa tersebut wajib diinisiasi dalam 
bentuk laporan, dilakukan klarifikasi, serta adanya produk tertulis berupa 
keputusan dari kementerian terkait yang menerangkan perihal 
kehilangan kewarganegaraan. Pada saat pendaftaran sebagai pasangan 
calon sampai dengan selesainya, tidak ada satu pun laporan dan tidak 
ada satu pun keputusan menteri yang mencabut kewarganegaraan 
Indonesia dari Orient.  

 Bahwa terdapat fakta pengajuan resmi dari Orient tentang ... 
untuk melepaskan kewarganegaraan negara Amerika Serikatnya 
sebagaimana diatur di dalam section 349 (...) 

 

263. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Ya, itu sudah mengulang-ngulang saja, ya. Langsung ke Petitum 
saja! 

 

264. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik. Satu yang terakhir, Yang Mulia (…) 
 

265. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Ya. 
 

266. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 

 Sebelum Petitum. Sebagai bangsa yang besar, harusnya kita 
bangga bahwa ada putra bangsa kita seperti Saudara Orient yang 
mampu bersaing dan bekerja di industri militer negara adidaya seperti 
Amerika Serikat. Tentu capaian seperti itu bukan diperoleh dengan cara 
yang mudah. Hal ini menunjukkan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Dan kita pun harusnya 
berbangga dan bersyukur sekalipun Saudara Orient telah bekerja dan 
mendapat penghasilan yang besar (…) 
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267. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ya, itu dianggap dibacakan, Bu, sudah. Lanjutkan ke Petitumnya! 
 

268. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Baik, Yang Mulia.  
 Dengan kata lain, jika kita tidak mengakui Saudara Orient sebagai 

warga (…) 
 

269. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Lanjut ke Petitum, kata saya, jangan dibacakan juga! 
 

270. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Baik, Yang Mulia. 
 Kami masuk kepada Petitum. Berdasarkan seluruh hal yang 

terurai di atas, maka kami Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah 
Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.  

Yang pertama. Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait 
untuk seluruhnya. 

Yang kedua. Dalam Pokok Permohonan. Menolak Pokok 
Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Dan menyatakan benar, dan 
sah, dan tetap berlaku Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 
152 dan seterusnya, bertanggal 23 September tentang Penetapan 
Pasangan Calon, Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153, 
bertanggal 24 September tentang Penetapan Nomor Urut Calon, 
Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 342 tentang Penetapan Rekapitulasi 
Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 
2020, Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25 tentang Penetapan 
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati 
atau Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, kami mohon 
putusan yang seadil-adilnya.  

Demikian keterangan ini kami sampaikan, atas perkenaan Yang 
Mulia, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om santi 
santi om. Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang 
Mulia. 

 
271. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Terima kasih.  
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 Sekarang kita lanjutkan dulu dengan keterangan Pihak Terkait 
untuk Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021. 

 
272. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Terima kasih, Yang Mulia. Kami lanjutkan. 
 Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 134/PHP.BUP-

XIX/2021 yang dimohonkan oleh Herman Lawe Hiku, Marthen Radja, dan 
Yanuarse Bawa Lomi terkait Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sabu 
Raijua, Nusa Tenggara Timur, Tahun 2020.  

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Februari 2020 terlampir, 
dianggap dibacakan, ya. Ke semuanya adalah Advokat dan Konsultan 
Hukum dari Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat PDIP 
Perjuangan, dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam 
Perkara Nomor 134/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Para 
Pemohon sebagaimana saya bacakan tadi.  

Langsung ke Eksepsi. Dalam Eksepsi. Kewenangan Mahkamah 
Konstitusi, pertama bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi 
tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ... 
perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil 
Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 
sebagaimana diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut. 

 Perihal Permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara ini in 
casu (...)  

 
273. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ini alasannya enggak usah dibacakan, ya. 1, 2, 3, 4, nanti kita 

bisa membacanya. 
 

274. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Baik. 
 

275. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terus! 
 

276. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Baik. Langsung Kedudukan Hukum Pemohon. Menurut Pihak 

Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 
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Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan calon gubernur 
dan wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati, calon wali kota dan wakil 
wali kota dengan alasan Pemohon tidak masuk kualifikasi sebagai pihak 
dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah sebagaimana 
dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku in casu 
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, 
dan Wakil Wali Kota (...)  

 
277. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Itu dianggap dibacakan. 
 

278. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Baik. 
 

279. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sudah. Tenggang Waktu juga sudah.  
 

280. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Tenggang (...)  
 

281. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Terus, ke obscuur libel! 
 

282. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel). Bahwa Permohonan 

Pemohon tidak jelas (obscuur libel) karena tidak ada kesesuaian antara 
perihal pokok tuntutannya dengan materi Permohonan yang menjadi 
kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tidak ada satu pun dalil yang men ... 
mengulas tentang perselisihan hasil perhitungan suara, terlebih lagi 
tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan, dan 
dapat menge ... memengaruhi penetapan calon terpilih. 

 
283. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. 
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284. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Langsung ke poin 5 (...)  
 

285. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Lanjut ke Pokok Permohonan! 
 

286. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Poin 5 saja ... oh (...)  
 

287. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ya. 
 

288. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Pokok Permohonan. Bahwa pokok dan inti Permohonan Para 

Pemohon dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 
 Langsung saja kami ke b, poin 2. 
 

289. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

290. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Bahwa Pihak Terkait menyatakan menolak seluruh dalil dalam 

Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang dok ... diakui 
secara tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait. 

Bahwa inti dari seluruh persoalan yang diajukan oleh Pemohon 
adalah apakah pada saat pencalonan Orient P. Riwu Kore adalah 
berkewarganegaraan Amerika, sehingga ber ... yang bersangkutan tidak 
memenuhi persyaratan untuk menjadi pasangan calon sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. 

a. Orient P. Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah berkewarganegaraan 
Indonesia sejak lahir dan tidak pernah terputus. 

Bahwa berdasar (...)  
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291. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Itu intinya sama dengan yang tadi, ya, Pak, ya? 
 

292. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Sama, Pak. 
 

293. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sama. Oke. Yang b? 
 

294. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Lanjut saja, ya. 
 

295. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terus! 
 

296. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Bahwa Orient P. Riwu Kore adalah putra asli Indonesia. 
 

297. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ya, itu sudah. 
 

298. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Baik. 
 

299. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. 
 

300. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Orient P. Riwu Kore tidak pernah mengajukan permohonan 

pelepasan kewarganegaraan Indonesia dan tidak pernah ada dokumen 
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resmi pencabutan kewarganegaraan Indonesia dari kementerian terkait. 
Bahwa (...)  

 
301. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Ke poinnya sudah. 
 

302. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Sudah. 
 

303. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sama dengan tadi. 
 

304. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Baik. 
 

305. KETUA: SALDI ISRA 
 
 C. 
 

306. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Baik. Bahwa perolehan kewarganegaraan Amerika Orient P. Riwu 

Kore adalah merupakan pemenuhan persyaratan administrasi dalam 
pekerjaan dan bukan berdasarkan keinginannya. 

 
307. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke. Terus! 
 

308. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Orient P. Riwu Kore (Pihak Terkait) adalah Warga Negara 

Indonesia yang bekerja di Amerika Serikat sejak tahun ... ini hampir 
sama dengan (...)  
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309. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Sama tadi, ya? 
 

310. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Baik. 
 

311. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Poin d. 
 

312. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Baik, Pak. Fakta perihal paspor Amerika yang dimiliki oleh Orient 

P. Riwu Kore telah diajukan pembatalan ... ini juga sama tadi. 
 

313. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Sama dengan yang tadi. 
 

314. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Baik. 
 

315. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ini samalah dengan Termohon tadi, kan mirip-mirip juga? 
 

316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Baik, ya. 
 

317. KETUA: SALDI ISRA 

 
 E, begitu, poin, sama juga? 
 

318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Hampir sama, Ketua. 
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319. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Hampir sama. Kalau begitu, langsung ke Petitum! 
 

320. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Langsung ke Petitum. 
 

321. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya. 
 

322. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Dibacakan oleh rekan kami. Silakan! 
 

323. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan! Ini jangan-jangan komputer ngetiknya sama juga dengan 

yang tadi ini. 
 

324. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Oh, tidak sama. 
 

325. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oh, tidak sama, ya? Silakan! 
 

326. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: YODBEN SILITONGA 

 
 Petitum, Yang Mulia.  
 

327. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 
 
 Silakan! 
 
 
 



 

50 

 

328. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
134/PHP.BUP-XIX/2021: YODBEN SILITONGA 

 
 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas (...)  
 

329. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Dekatin ... dekatin. 
 

330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: YODBEN SILITONGA 
 
 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait 

memohon kepada Mahkamah Konstitusi (...)  
 

331. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Agak dikeraskan, Pak! Biar terdengar oleh semua Pihak, gitu. 

Yang paling penting itu terdengar dari ... apa ... dari Pihak Terkait, 
Prinsipalnya. 

 
332. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: YODBEN SILITONGA 

 
 Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Pihak 

Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan 
putusan sebagai berikut. 

 Dalam Eksepsi. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk 
seluruhnya. 

 Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk 
seluruhnya. Menyatakan benar, sah, dan tetap berlaku Keputusan Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua Nomor 152 Tahun 1920[Sic!], 
tanggal 23 Desem ... September 1000 ... 2020 tentang Penetapan 
Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang 
Memenuhi Syarat Sebagai Peserta pe ... Pemilihan Bupati dan Wakil 
Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.  

Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 153 Tahun 1900 ... 
1002 ... 2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor 
Urut dan Daftar Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu 
Raijua Tahun 2020.  

Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342, tanggal 16 
Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara, 
Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 
2020. 
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Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 25, tanggal 23 
Januari 2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil 
Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua 
Tahun 2020. 

 Atau apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 
berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan layak menurut hukum. 

 Demikian keterangan Pihak Terkait disampaikan, atas perhatian 
dan perkenaan Mahkamah disampaikan terima kasih. 

 
333. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih sudah menyampaikan keterangan Pihak Terkait. 
Sekarang yang terakhir giliran Bawaslu untuk menyampaikan 

keterangan. Jadi karena ... apa namanya ... ini gabungan 2 perkara ... 2 
Permohonan, jadi silakan menjelaskan dengan sinkron ... apa namanya 
... kronologisnya secara baik dari ... dari awal sampai ... apa ... perkara 
ini muncul ke ruang publik kontroversialnya itu. Silakan, Bawaslu! 

 
334. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan 

keterangan tertulis Bawaslu. Saya akan menyampaikan keterangan untuk 
Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan akan dilanjutkan oleh teman 
saya (...) 

 
335. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Enggak bisa digabung 133/PHP.BUP-XIX/2021, 134/PHP.BUP-

XIX/2021 sekalian. Beda, ya? 
 

336. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Ada ... ada beberapa poin yang berbeda, Yang Mulia.  

 
337. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ada ... ada beberapa poin yang berbeda, ya? Silakan! Ini kan 

karena perjalanan dinasnya 2, jadi harus 2 juga yang diterangkan ini. 
Silakan! 

 
338. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Majelis Hakim Yang Mulia, perkenankanlah Ketua dan Anggota 

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menyampaikan keterangan sebagai 
berikut. 
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A. Keterangan atas Pokok Permohonan. 
1. Bahwa terhadap Pokok Permohonan pada huruf e angka 2 

halaman 6 dan huruf f angka 8 halaman 8, yang pada 
pokoknya mendalilkan tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil 
Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu 
Raijua Tahun 2020 dan status kewarganegaraan Calon Bupati 
Sabu Raijua Nomor Urut 2 yang merupakan warga negara 
Amerika Serikat. 

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu 
Raijua, dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua telah melaksanakan pengawasan 
terhadap proses penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara 
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua pada tanggal 16 
Desember 2020 yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Sabu Raijua 
dengan Keputusan KPU Kabupaten Sabu Raijua Nomor 342 dan 
seterusnya dianggap dibacakan. Dengan perolehan suara masing-masing 
pas ... pasangan calon sebagai berikut (...) 

 
339. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Tidak ... tidak usah dibacakan itu. 
 

340. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Baik, Yang Mulia. Tabel dibacakan.  
 Pada saat penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara, tidak 

ada keberatan yang disampaikan oleh saksi pasangan calon yang hadir 
pada saat rekapitulasi hasil tersebut dan tidak ada temuan maupun 
laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua. 

 Bahwa terhadap status kewarganegaraan Calon Bupati Nomor 
Urut 2 atas nama Orient P. Riwu Kore, dapat kami jelaskan sebagai 
berikut. 

1. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua 
tanggal 4 September 2020, Bakal Pasangan Calon atas nama 
Orient P. Riwu Kore dan Thobias Uly mendaftar di KPU 
Kabupaten Sabu Raijua. Sebelum pendaftaran, Bawaslu 
Kabupaten Sabu Raijua telah mendapatkan informasi yang 
beredar di masyarakat terkait status kewarganegaraan Bakal 
Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. 

Berdasarkan informasi tersebut, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua mengirim Surat kepada KPU Kabupaten Sabu 
Raijua dengan Nomor 117 dan seterusnya dianggap dibacakan, 
perihal mengingatkan, yang pada intinya meminta KPU 
Kabupaten Sabu Raijua agar melakukan penelusuran dan 
memastikan keabsahan dokumen syarat calon dan persyaratan 
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pencalonan atas nama Orient P. Riwu Kore karena yang 
bersangkutan telah lama tinggal di luar negeri.  

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, KPU Kabupaten 
Sabu Raijua tidak memberikan tanggapan ataupun 
menindaklanjuti surat tersebut. Bahwa ... 

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua mengirim Surat Nomor 118 dan seterusnya 
dibacakan, kepada Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang 
perihal permintaan data kewarganegaraan dari Bakal Calon 
Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020. 

Bahwa terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua 
tersebut di atas, pada tanggal 10 September 2020 Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Kupang melalui Surat Nomor W22 dan 
seterusnya dianggap dibacakan. 

Menjawab surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua Nomor 
118 dan seterusnya dianggap dibacakan, yang menjelaskan 
bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua adalah benar 
Warga Negara Indonesia. 

Akan tetapi, pada tanggal 15 September 2020, Kantor 
Imigrasi Kelas I TPI Kupang kembali bersurat kepada Bawaslu 
Kabupaten Sabu Raijua dengan Nomor W22 dan seterusnya 
dianggap dibacakan perihal penarikan Surat W22 dan 
seterusnya dianggap dibacakan, dengan alasan penarikan surat 
adalah bahwa saat ini Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang 
masih dalam proses koordinasi dengan instansi terkait guna 
mempelajari dan mendalami status kewarganegaraan dari Bakal 
Calon Bupati Sabu Raijua Tahun 2020 atas nama Orient P. Riwu 
Kore. Di dalam surat tersebut, Imigrasi Kelas I TPI Kupang juga 
menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dapat 
Kembali mengirimkan surat permohonan status 
kewarganegaraan dari Bakal Calon Bupati Sabu Raijua atas 
nama Orient P. Riwu Kore ke Kantor Kementerian Hukum dan 
HAM Nusa Tenggara Timur untuk selanjutnya diteruskan 
kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 
Kemenkumham RI untuk diproses sesuai ketentuan yang 
berlaku. 

3. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua mengirimkan Surat kepada Kedutaan Besar 
Amerika Serikat di Jakarta Nomor 125 dan seterusnya dianggap 
dibacakan, perihal permohonan informasi data 
kewarganegaraan. 

Dalam surat tersebut, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua 
meminta kerja sama Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk 
membantu Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua dalam mengecek 
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status kewarganegaraan dari Orient P. Riwu Kore selaku Calon 
Bupati dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. 

4. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua mengirimkan Surat Nomor 126 dan seterusnya 
dianggap dibacakan, yang ditujukan kepada Direktorat Lalu 
Lintas Keimigrasian di Jakarta perihal permintaan data 
kewarganegaraan. 

5. Bahwa pada tanggal 10 September 2020, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua mengirimkan Surat dengan Nomor 128 dan 
seterusnya dianggap dibacakan, perihal rekomendasi kepada 
KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait keabsahan dokumen KTP-el 
dari Bakal Calon Bupati atas nama Orient P. Riwu Kore. 

Bahwa surat tersebut di atas, dikirim kembali kepada 
KPU Kabupaten Sabu Raijua karena Surat Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua tanggal 5 September 2020 tidak ada balasan serta 
tindak lanjut dari KPU Kabupaten Sabu Raijua. 

Terhadap surat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua tanggal 
10 September 2020, KPU Kabupaten Sabu Raijua 
menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua 
dengan melakukan klarifikasi kepada Kepala Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Drs. Agus 
Ririmasse, M.Si. pada tanggal 16 September 2020. 

Bahwa pada tanggal 21 September 2020, Bawaslu 
Kabupaten Sabu Raijua menerima surat dari KPU Kabupaten 
Sabu Raijua perihal penyampaian hasil tindak lanjut hasil 
klarifikasi keabsahan dokumen KTP-el atas nama Orient P. Riwu 
Kore yang dimuat di dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU 
Kabupaten Sabu Raijua Nomor 117 dan seterusnya dianggap 
dibacakan. 

Bahwa pada pokok hasil … bahwa pada pokoknya, hasil 
klarifikasi yang dilakukan KPU Kabupaten Sabu Raijua terkait 
pengurusan administrasi kependudukan berupa KTP-el atas 
nama Orient P. Riwu Kore adalah benar warga Kota Kupang 
yang beralamat di RT 003/RW 001, Kelurahan Nunbaun Sabu, 
Kecamatan Alak, Kota Kupang dan telah dilaksanakan sesuai 
dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 
sebagaimana pengganti se … minta maaf, Yang Mulia, sebagai 
pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan.  
Enam. 
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341. KETUA: SALDI ISRA 
 

  Yang surat-surat itu semuanya kita sudah … apa ya … sudah 
baca. Sekarang Anda silakan ma … melompat ke peristiwa bulan Februari 
itu, mulai dari poin 11 halaman 8. 

 
342. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Baik, Yang Mulia.  
11. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu 

Raijua menerima Surat dari Aliansi Masyarakat Peduli 
Demokrasi Sabu Raijua dengan Nomor 002 dan seterusnya 
dianggap dibacakan, perihal pengaduan terkait identitas Calon 
Bupati Sabu Raijua Pasangan Nomor Urut 2 secara transparan 
kepada segenap masyarakat Sabu Raijua. 

Menindaklanjuti Surat Pengaduan Aliansi Masyarakat 
Peduli Demokrasi Sabu Raijua pada tanggal 7 Januari 2021, 
Ketua Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua mengantar langsung 
Surat Nomor 136 dan seterusnya, dianggap dibacakan, 
tanggal 15 September 2020 perihal permohonan informasi 
data kewarganegaraan kepada Kedutaan Besar Amerika 
Serikat di Jakarta (…) 

 
343. KETUA: SALDI ISRA 

 
Oke. Terus! 
 

344. BAWASLU: MARKUS HABA 
 

Surat yang sama sebelumnya telah dikirim melalui 
email Kedutaan Besar Amerika Serikat. 

Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Kedutaan Besar 
Amerika Serikat menjawab Surat Bawaslu Sabu Raijua Nomor 
136 dan seterusnya dianggap dibacakan, melalui email Ketua 
Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua yang ditandatangani oleh 
Konsulat Jenderal Erick M. Alexander terkait status 
kewarganegaraan Orient P. Riwu Kore yang menyatakan 
adalah benar warga negara Amerika Serikat.  

12. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2021 (…) 
 

345. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Itu tidak perlu. Dilanjutkan ke peristiwa poin 7 … 7 … 17.  
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346. BAWASLU: MARKUS HABA 
 
 Baik, Yang Mulia.  
 

347. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ini kronologisnya, ya, semuanya, ya? 
 

348. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

349. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terus, poin 17.  
 

350. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
17. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2021, Bawaslu Republik 

Indonesia mengirim Surat kepada Kementerian Dalam Negeri 
dengan Nomor 0063 dan seterusnya, dianggap dibacakan, 
perihal penelusuran … minta maaf, Yang Mulia, perihal 
penerusan penemuan status kewarganegaraan Calon Bupati 
Terpilih Orient P. Riwu Kore. Di dalam surat tersebut, Bawaslu 
Republik Indonesia menyampaikan rekomendasi berupa: 
a. Menyatakan Calon Bupati Kabupaten Sabu Raijua atas 

nama (…) 
 

351. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Poinnya tidak usah dibacakan.  
 

352. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

353. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terus, ke keterangan tambahan! 
 

354. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Untuk keterangan tambahan, nanti disampaikan karena sama 

dengan (…) 
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355. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Sama, ya? 
 

356. BAWASLU: MARKUS HABA 
 
 Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. 
 

357. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oh, jadi kalau begitu keterangan tambahannya di sebelah?  
 

358. BAWASLU: MARKUS HABA 

 
 Ya. Siap, Yang Mulia.  
 

359. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan!  
 

360. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Izin, Yang Mulia.  
 

361. KETUA: SALDI ISRA 
 
Silakan!  
 

362. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Saya akan membacakan keterangan tambahan dari luar Pokok 

Permohonan.  
1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu 

Raijua menerima Surat dari Aliansi Masyarakat Peduli 
Demokrasi Sabu Raijua Nomor 012 seterusnya terbaca, perihal 
keberatan yang ada pada intinya menyatakan bahwa keberatan 
atas Keputusan KPU Sabu Raijua Nomor 25 seterusnya terbaca, 
tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih … 
Wakil Bupati Sabu Raijua Tahun 2020.  

2. Bahwa terhadap surat tersebut di atas, tanggal 29 Februari 
2021, Bawaslu Sabu Raijua menanggapi dengan bersurat 
Nomor 07 seterusnya terbaca, perihal tanggapan inti dari surat 
tersebut menjelaskan bahwa oleh karena tugas, dan 
kewenangan, serta kewajiban Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua 
selaku pengawas dibatasi dengan waktu. Apabila Aliansi 
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Masyarakat Peduli Demokrasi Sabu Raijua memiliki dan/atau 
menemukan bukti yang kuat terkait dengan status 
kewarganegaraan dari Orient Patriot Riwu Kore sebagai warga 
negara asing, Bawaslu kabu … Kabupaten Sabu Raijua 
mempersilakan untuk melaporkan kepada lembaga hukum yang 
mempunyai kewenangan lebih dalam penyelesaian perse … 
permasalahan tersebut. 

3. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu 
Raijua menerima Surat dari Takem Radja Pono Calon Bupati 
dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua yang 
berpasangan dengan Ir. Herman Hegi Radja Haba sebagai 
Calon Bupati Paket TRP-HEGI dengan Nomor Urut 3 dari jalur 
perseorangan Nomor 02, terbaca, perihal laporan pengaduan 
yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengajukan laporan 
pengaduan kepada Bawaslu kabu … Kabupaten Sabu Raijua 
dengan maksud agar penetapan Drs. Orient Patriot Riwu Kore 
dan Ir. Thobias Uly, M.Si. sebagai calon bupati dan wakil bupati 
terpilih dapat diproses di … dan dibatalkan dan selanjutnya 
dilakukan pemungutan suara ulang.  

Bahwa terhadap surat tersebut di atas, pada tanggal 15 
Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua menanggapi 
dengan Bersurat Nomor 13, seterusnya terbaca, perihal 
tanggapan inti dari isi surat tersebut menjelaskan bahwa 
permasalahan Drs. Orient Patriot Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, 
M.Si. sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih 
dapat kami sampaikan bahwa proses tahapan dari awal sampai 
akhir telah selesai dan selanjutnya berpaling kewenangan dari 
Kementerian Dalam Negeri. 

4. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten 
Sabu Raijua menerima surat elektronik dari Adhitya Nasution & 
Partners Nomor Ref 21006 terbaca, perihal permohonan 
klarifikasi terkait adanya informasi Paslon Nomor 2 Bupati atas 
nama Orient Patriot Riwu Kore yang terindikasi masih berstatus 
warga negara Amerika Serikat.  

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Adhitya Nasution & 
Partners, tanggal 10 Februari 2021, Bawaslu Kabupaten Sabu 
Raijua menanggapi dengan Bersurat tanggal 15 Februari 2021 
Nomor 14, terbaca, perihal tanggapannya yang menjelaskan 
bahwa persoalan status kewarganegaraan dari Orient Patriot 
Riwu Kore sebagai calon bupati tersebut selanjutnya 
merupakan kewenangan dari Kementrian Dalam Negeri.  

 
363. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terus, terakhir! 
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364. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Demikian, keterangan tertulis Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua ini 

dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan tertulis ini lebih lanjut 
disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Sabu 
Raijua.  

Terima kasih, Pimpinan.  
 

365. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih, Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua.  
Jadi, semua Pihak sudah menyampaikan. Pemohon sudah 

menyampaikan Permohonannya, Termohon sudah memberikan jawaban, 
Pihak Terkait pun sudah menyampaikan keterangan. Terakhir, Bawaslu 
menyampaikan keterangan lebih kepada kronologis peristiwa itu dari 
awal sampai ke peristiwa di bulan Februari. 

Sebelum kita sampai kepada tahap pengesahan bukti (…) 
 

366. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Izin, Majelis.  
 

367. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Hakim Panel akan mengajukan atau mengklarifikasi beberapa 

poin. Silakan, Yang Mulia Prof. Enny, pertama. Setelah itu, Bapak 
Suhartoyo, ya. 

 
368. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Izin, Yang Mulia.  
 

369. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Ini dari mana, ini?  
 

370. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Dari Kuasa Hukum Pihak Terkait, Yang Mulia, yang online.  
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371. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Oh, nanti! Tenang saja, ya. Ini bukan … bukan giliran Anda dulu, 

ya.  
 

372. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA    

 
 Mau menyampaikan tentang bukti yang agar tidak dianggap 

sebagai statement saja, Yang Mulia.  
 

373. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Nanti, nanti, ya.  
 

374. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Baik, baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia. 
 

375. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Silakan, Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih! 
 

376. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    
 
 Baik, ya. Baik, terima kasih, Pak Ketua. 
 Begini, ini ada, enggak, yang dari KPU? Prinsipalnya, ada? 

Ketuanya, ya? Ya. Dan yang hadir dari Bawaslu ada … ini Prinsipal 
semua, ya? Ketua?  

Ya, ini begini. Ini kan kalau kita membaca jawaban dari KPU, 
kemudian keterangan dari Bawaslu, ini kan tampak sekali di halaman, 
terutama di halaman … saya tunjukkan saja, ya, di halaman 50 dari KPU. 

Itu kan menunjukkan seolah-olah Bawaslu kerja sendiri, ya, bisa dilihat 
di situ, yang kemudian tidak berkoordinasi dengan Termohon, KPU.  

Kemudian, Bawaslu juga menunjukkan di halaman 5, ya, 
menyurati kepada KPU, tetapi kemudian tidak berbalas surat tersebut. 
Ya, itu kelihatan sekali ketika kita membaca jawaban dan keterangan 
kedua belah Pihak.  

Saya ingin kemudian mendapatkan tambahan, ya, informasinya di 
sini, walaupun ini belum sampai ke tahapan pendalaman pembuktian.  

 Pertama, begini. Sebetulnya dari KPU pada tanggal … dengan 
Bukti T-31, ya, itu pada saat kemudian menyampaikan kepada publik 
tanggal 4 sampai tanggal 8, ya? Dari KPU, ya? Itu apakah memang tidak 
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ada masukan dari masyarakat sama sekali pada tanggal 8 … 4 sampai 
tanggal 8 itu?  

 
377. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 

KIRENIUS PADJI  
 
 Baik, Yang Mulia. 
 

378. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Di T-31, kan tidak menunjukkan soal itu? 
 

379. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 

KIRENIUS PADJI  

 
 Perkenankan saya menyampaikan (…) 
 

380. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    
 
 Ada enggak itu masukan?  
 

381. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 
KIRENIUS PADJI  

 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

382. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Tidak ada sama sekali masukan? 
 

383. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 

KIRENIUS PADJI  
 

 Tidak ada masukan dan tanggapan dari masyarakat. 
 

384. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Ya, cukup di situ saja.  
 Ya, kemudian dari Bawaslu. Ini kan Bawaslu kemudian 

mendapatkan masukan dari Amepedo. Amepedo itu dari asosi … aliansi 
tadi, ya? Aliansi … aliansi masyarakat yang peduli tadi, ya? Itu Amepedo, 
ya? Ini kebetulan di KPU tidak dipanjangkan Amepedonya. Itu tanggal 
berapa, Pak, mendapatkan itu? Kalau dari keterangannya Bawaslu, itu 
tanggal 21 … 25 Januari, betul? 
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385. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Izin, Yang Mulia. Bahwa ada surat pertama, yaitu tanggal 4 

Januari, itu adalah merupakan (…) 
 

386. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Enggak, surat yang pertama dari masyarakat. Jadi pertama gini, 

Bawaslu dapat pertama kali … kan Bawaslu ini kan kemudian menyurati 
KPU, ya? Tanggal 5, betul, ya? Pertama kali mendapatkan informasi itu 
dari mana?  

 
387. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Informasi mengenai kewarganegaraan Pak Orient Patriot Riwu 

Kore (…) 
 

388. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    
 
 Ya, mengenai kewarganegaraan itu.  
 

389. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Itu sudah bukan rahasia umum dan itu ada diskusi di tengah-

tengah masyarakat (…) 
 

390. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Ya, pada waktu itu, kan kemudian ada … ada apa … kegiatan 

verifikasi (…) 
 

391. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Ya. 
 

392. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 6 sampai tanggal 12 itu? Yang kemudian dari KPU itu di buktinya 

P berapa … T berapa itu yang 6 sampai 12? Itu kemudian Bawaslu 
setuju? Tidak ada … apa namanya … bantahan di situ. Itu kemudian 
pertama kali mendapatkan informasi itu kapan, Pak? Kalau itu kemudian 
ada … apa namanya … pembicaraan berkembang di masyarakat. Itu 
kapan sebenarnya? Apa setelah dapat surat dari Amepedo atau 
sebelumnya?  
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393. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Sebelumnya, Yang Mulia. Bahwa diskusi atau informasi itu bahwa 

itu sudah ada pada tahun 2018 dan 2019. Bahwa itu sudah ada 
perbincangan di tengah-tengah masyarakat.  

 
394. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Itu kan belum ada pencalonan itu?  
 

395. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Walaupun tidak ada laporan resmi kepada Bawaslu Sabu Raijua, 

tetapi Bawaslu Sabu Raijua (…) 
 

396. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Kenapa kalau tanggal itu, kemudian pada waktu verifikasi tanggal 

6-12 tidak ada … apa … pernyataan dari Bawaslu, Pak? 
 

397. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Karena dalam pengawasan kami bahwa belum ada bukti yang 

harus kami nyatakan kepada KPU bahwa beliau adalah warga negara 
Amerika Serikat.  

 
398. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Kemudian, tanggal berapa ininya … menyurati ini, Pak, dari 

kedutaan tadi?   
 

399. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Surat dari Kedutaan Amerika Serikat itu (…) 
 

400. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Menyurati pertama kali.  
 

401. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Menyuratinya pada tanggal 10 September 2020.  
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402. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    
 
 10 September 2020. 
 

403. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 2020. 
 

404. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Kok tidak pada awal-awalnya? Kenapa Pak pada waktu itu?  
 

405. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Kami tidak bersurat awal-awalnya ke kedutaan (…) 
 

406. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Kan sudah ada pembicaraan, katanya sejak 2018 … tahun 2018-

2019? 
 

407. BAWASLU: JONIXON HEGE 
 
 Karena kami belum mendapat bukti dan kami harus melakukan 

dari informasi awal kami melakukan penelusuran.  
 

408. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Kemudian kapan, Pak, Bapak dapat ini? Buktinya ini saya belum 

lihat nanti, ya. Kapan pembatalan paspor US-nya dari Pak Orient itu? Ada 
enggak buktinya itu? Bukti pembatalan paspor? 

 
409. BAWASLU: MELPI M. MARPAUNG 

 
 Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Bawaslu provinsi masih di 

dalam, Yang Mulia, di belakang.  
 

410. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Ya, ya.  
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411. BAWASLU: MELPI M. MARPAUNG 
 
 Untuk kewarganegaraan ini, memang karena Bawaslu belum 

memiliki bukti yang kuat, sehingga penelusuran-penelusuran itu 
dilakukan. Dan awalnya informasi ini (…) 

 
412. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Tadi kan menyebutkan ada pembatalan paspor US, ya, buktinya 

belum ada itu?  
 

413. BAWASLU: MELPI M. MARPAUNG 
 
 Kalau pembatalan paspor, kita tidak ada, Yang Mulia. Mungkin 

tadi di Pihak yang lain. Di Bawaslu tidak ada, Yang Mulia.  
 

414. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
  Di anu … di KPU, ada? Tidak ada? Kapan dibatalkannya 

paspornya itu tidak … belum ada? Kalau bukti paspornya ada, enggak?  
 

415. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 
KIRENIUS PADJI  

 
 Tidak ada, Yang Mulia.  
 

416. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH   

 
 Berarti paspornya tidak ada, ya. Baik, itu saja, Pak Ketua.  
  

417. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terima kasih, Yang Mulia Prof Enny. Berikutnya, Yang Mulia Bapak 

Suhartoyo, dipersilakan! 
 

418. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

  
 Ya, terima kasih, Pak Ketua. Saya ke KPU, ya. Itu kan ada … apa 

… pelepasan kewarganegaraan yang diajukan Orient berdasarkan 
keterangan Pihak Terkait tadi per 5 Agustus. Ada tidak pengakuan atau 
penjelasan dari Orient ke penyelenggara KPU maupun Bawaslu? Paling 
tidak CC, tembusan surat permohonan itu ke KPU. Pengakuan secara 
jujur dari Orient ada, tidak?  
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419. TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-XIX/2021: 
KIRENIUS PADJI  

 
 Baik, Yang Mulia. Tidak ada, Yang Mulia.  
 

420. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO  

 
 Tidak ada. Ke Bawaslu?   
 

421. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Ke Bawaslu tidak ada juga, Yang Mulia.  
 

422. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Tidak ada. Saya nanti ke Pihak Terkait, ya, Bu, ke Prinsipal boleh, 

ya? Jadi, tik-toknya ini, kan panjang. Kewarganegaraan ini juga 
berdasarkan fakta hari ini bahwa Pihak Terkait sudah menjelaskan secara 
… apa … runut … apa … timeline soal perolehan kewarganegaraan yang 
di Amerika itu. 

Ini sebenarnya, kan kewarganegaraan Amerika yang terlepas 
bahwa itu perolehannya karena kewajiban karena pekerjaannya harus 
merahasiakan yang diwajibkan oleh pemerintah Amerika, tapi kan bukti 
adanya kewarganegaraan Amerika ini sudah melekat pada Orient sudah 
lama sesungguhnya. Dan fakta lagi, juga kewarganegaraan Indonesianya 
juga belum pernah dicabut di satu sisi. 

Jadi, sesungguhnya yang paling tahu adalah yang bersangkutan 
sendiri. Proses pilkada ini sudah panjang … apa … sudah dimulai waktu 
yang Panjang. Dan dari tahun 2018 sudah jadi bahan kajian diskusi, ya, 
Pak Bawaslu?  

 
423. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 
 Ya, Pimpinan Yang Mulia.  
 

424. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Kalau ada pengakuan dari Pihak Terkait secara jujur dari awal, 

saya kira, sebenarnya kan klir kan persoalannya? Kemudian, diadakan 
pada peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi seperti Pak Orient 
hari ini, bagaimana penyelenggara bisa merespons, mengakomodir 
pencalonan, tidak? Kan sederhana sebenarnya persoalannya? Tik-toknya 
itu ketika Pak Orient meskipun ada iktikad mau melepaskan per 5 
Agustus yang katanya Covid tadi, ada tidak pemberitahuan ke 
penyelenggara? Ini lho sesungguhnya status saya. Bahwa saya ini 
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sebenarnya masih ada cantolan kewarganegaraan di Amerika yang dulu 
historical-nya adalah persoalan pekerjaan. “Bukan kemauan saya 
sendiri,” misalnya sekalipun. 

Ini persoalannya, kan keterbukaan saja yang kita tidak peroleh 
sebenarnya di proses Sabu Raijua ini sebenarnya. Namanya bagus sekali 
lho kabupatennya itu, terlepas dari cerita hari ini, ya. Boleh, ya, Bu, saya 
langsung ke Prinsipal, ya? 

 
425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Siap, Yang Mulia.  
 

426. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Pak Orient, selamat pagi, Pak.  
 

427. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Pagi, Pak. Pagi, Yang Mulia.  
 

428. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 

 Oke, ya. Jadi, Bapak itu sebenarnya pegang kewarganegaraan 
Amerika yang karena risiko jabatan itu sejak … risiko pekerjaan itu sejak 
tahun berapa, Bapak?  

 
429. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Sejak 2007.  
 

430. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 2007. Jadi, sesungguhnya hingga pada saat mau ada proses 

pencalonan itu masih melekat di Bapak juga, ya, kewarganegaraan itu?  
 

431. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Masih.  
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432. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 
 
 Masih. Nah, pertanyaan saya 1 saja, Pak. Kenapa Bapak tidak 

ceritakan semua ke penyelenggara persoalan ini kepada KPU, Bawaslu? 
Sehingga tidak berkepanjangan seperti ini, Pak Orient? Bisa dijelaskan ke 
kami?  

 
433. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Saya sebenarnya sudah memasuki semua dokumen. Ya, semua 

dokumen sudah dimasuki sesuai dengan tahapan, sesuai dengan 
permintaan KPU, dan mereka tidak ada pertanyaan apa-apa, ya. 

Oleh sebab itu, saya juga tidak pernah mendengar ada masalah-
masalah dari aliansi-aliansi tersebut. Karena sepanjang … mulai dari awal 
pendaftaran, Yang Mulia, sampai kepada tahap pembuktian, diberikan 
kesempatan kepada masyarakat untuk supaya ada masyarakat yang … 
apa … yang membantah atau berkeberatan, tidak ada sama sekali (…) 

 
434. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. Sudah cukup, Pak. Ya, Pak. Cukup, Pak.  
 

435. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 
 
 (Suara tidak terdengar jelas). 
 

436. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Cukup … cukup. Ya, Pak. Pak Orient, cukup!  
 

437. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Ya.  
 

438. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Jadi, tidak ada keberatan? Bahkan sampai rekapitulasi pun klir, 

ya? 
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439. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Betul.   
 

440. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Enggak, pertanyaan saya kan sebenarnya, kenapa Bapak tidak 

menceritakan, menjelaskan kepada penyelenggara soal ada hal-hal yang 
melekat adanya persoalan kewarganegaraan yang Bapak pun juga 
sesungguhnya sudah berusaha untuk melepaskan? Tapi kondisi-kondisi 
yang ada ini, kan sebenarnya kenapa tidak diceritakan kepada 
penyelenggara? Karena itu apalagi sudah ada … kalau benar kata 
penjelasan Bawaslu tadi, sudah ada kajian-kajian tentang Bapak sejak 
tahun 2018. Kenapa Bapak tidak jelaskan? Maksud saya itu tadi 
pertanyaan saya sesungguhnya.  

 
441. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Jadi … karena Bawaslu atau KPU tidak pernah menanyakan 

kepada saya dan saya merasa bahwa (…) 
  

442. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

 
 Ya. 
 

443. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
Saya adalah asli Warga Negara Indonesia. 
 

444. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO 

  
Ya, cukup … cukup, Pak. Jadi, tidak pernah menanyakan dan 

Bawaslu juga tidak pernah menanyakan. Tapi, Bapak sendiri juga tidak 
pernah bercerita, kemudian memberikan klarifikasi. Ya, itu intinya yang 
bisa kami dapatkan di persidangan ini. Nanti bisa kami … apa … kaji 
bersama di Mahkamah.  

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.  
 

445. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Terima kasih, Pak Suhartoyo.  
 Pak Orient. Halo, Pak Orient. Bapak dengar suara saya, ya?  
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446. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Dengar, Pak. Dengar, Yang Mulia. 
 

447. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ini ada beberapa email, ya, di Bukti PT-09 yang disampaikan oleh 

Kuasa Bapak ke Kedutaan Amerika ataupun kantor imigrasi, ya? Dari 
beberapa email itu, kami menemukan cuma 1 yang dari Bapak, 
tertanggal 4 Februari. Adakah email-email lain Bapak ke … ke kedutaan 
atau ke kantor imigrasi itu? Atau kantor … apa namanya … yang di 
Surabaya itu (…)  

 
448. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 (Suara tidak terdengar jelas). 
 

449. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya. Karena yang ada di sini lebih banyak jawaban, Pak. Jadi, 

jawaban-jawaban, baik dari konsulat yang ada di Surabaya maupun dari 
kedutaan. Nah, akan jauh lebih baik nanti, ya, coba diperhatikan, Kuasa 
Pihak Terkait, email-email dari Prinsipal kepada itu juga dilampirkan.  

 
450. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 
 
 Baik, Yang Mulia.   
 

451. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Jadi, kita bisa baca utuh apa yang diminta oleh yang 

bersangkutan, apa jawaban dari kedutaan terkait dengan email-email ini. 
Kalau ini, kan sepotong saja? Kecuali email tertanggal Februari 4, 2021. 
Yang di situ menyatakan begini, “This my file to renouncing or refusing 
US Citizenship. With name Orient Patriot Riwu Kore.”  

 Itu saja yang ada dari Bapak, tapi yang email-email sebelumnya 
belum ada. Karena itu penting juga untuk membuktikan, apa yang Bapak 
kontak melalui email dengan perwakilan Amerika yang ada di Indonesia 
ini. Nanti to … tolong diperhatikan, ya, Kuasa Pihak Terkait! 
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452. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 
 Baik, Yang Mulia.  
 

453. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Terkait dengan email-email ini. Ada lagi, Pak Harto? Cukup? 

Silakan, Prof. Enny!  
 

454. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Ya, Pak Orient. Pak Orient … Pak Orient?  
 

455. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Ya, Yang Mulia.  
 

456. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Ya, Pak Orient. Begini, Pak. Ini kan tadi kita mendengarkan 

bersama bahwa sudah ada selentingan-selentingan, ya, dari 2018-2019 
mengenai … apa namanya … kewarganegaraan Pak Orient itu. Memang 
Pak Orient pada waktu itu 2019 sudah mulai mengurus belum sebetulnya 
pelepasan itu? 

 
457. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Pertanyaannya bagaimana?  
 

458. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Pada tahun 2019, apakah sudah pernah mengurus pelepasan 

warga negara, belum?  
 

459. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 
 
 Pelepasannya tahun 2020, bulan Agustus. Karena (…) 
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460. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    
 
 Oh, jadi mulai ngurusnya … begini. Jadi, mulai ngurusnya ini 

adalah pada bulan Agustus 2020 itu, ya, mulai mengurusnya?  
 

461. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Ya. Karena begini (…) 
 

462. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 
 Pelepasannya?  
 

463. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 

Pada saat saya kembali, sesuai dengan imigrasi dan … eh, 
Amerika, pada Nomor 349 itu dikatakan bahwa kalau warga negara 
Amerika ingin ataupun niat untuk mengabdi kepada negaranya sebagai 
publik figur dan juga (…) 

 
464. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 

 Bukan, bukan, maksud saya begini, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, 
Pak. 

 
465. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 

 (Suara tidak terdengar jelas) dengan sendirinya gugur (…) 
  

466. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 

 Ya. 
 

467. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Warga negaranya. 
 

468. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH 
 

 Jadi, ini bulan Agustus 2020, memang Bapak baru mau mengurus 
pelepasan itu?  
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469. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 
ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 

 Betul. 
 

470. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 

 Karena mau mencalonkan diri sebagai salah satu calon kepala 
daerah itu? 

 
471. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 
 

 Betul. 
 

472. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 

 Karena mencalonkan saja kan di bulan … mulai bulan Agustus 
mulai mengurusnya? Jadi, di tahun-tahun 2019 itu peristiwanya apa, 
Pak, pada waktu itu? Kok kemudian masyarakat mulai ramai 
membicarakan itu? 

 
473. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021: 

ORIENT PATRIOT RIWU KORE 

 
 Pada tahun 2019 itu, sebenarnya saya tidak punya niat untuk 

urus, tapi saya tidak tahu caranya bagaimana. Jadi, pada Agustus 2020 
ini baru tahu (suara tidak terdengar jelas) begitu, baru saya lakukan itu. 

 
474. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH    

 

 Oke, oke, baik, Pak. Ya, terima kasih, Pak.  
 

475. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ada lagi? Cukup? Terima kasih. Ini … apa namanya … sidang 

pemeriksaan hari ini kita anggap selesai dan (…) 
 

476. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 

 

 Mohon izin, Yang Mulia. 
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477. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ya, dari mana?  
 

478. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 

 

 Dari Pemohon 134/PHP.BUP-XIX/2021. 
 

479. KETUA: SALDI ISRA 

 

Pemohon 34/PHP.BUP-XIX/2021[Sic!] dari mana? Silakan! 
 

480. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 
 

 Oleh karena Majelis telah menanyakan langsung kepada Prinsipal 
dalam konteks Pihak Terkait dan ada keterangan-keterangan yang 
menurut saya menyesatkan yang harus diluruskan karena ini 
didengarkan oleh banyak orang. 

 
481. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Bukan, nanti saja. Ini kan … apa … itu yang kami tanya itu 
kepentingan Majelis. Nanti kalau kepentingan Anda, Anda klarifikasi di 
luarlah nanti segala macam, ya.  

 

482. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 

 Izin, Yang Mulia. 
 

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 

 
 Karena begini, Yang Mulia.  
 

484. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya.  
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485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-
XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 

 

 Saya pernah bekerja sebagai asisten profesor di Australia, kita 
kalau bekerja di luar negeri itu tidak membutuhkan paspor (…) 

 
486. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Ya, nanti, tenang (…) 
 

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 
 

 Yang dibutuhkan itu visa (…) 
 

488. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Jangan … jangan dulu seperti itu.  
 

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: YAFET YOSAFAT WILBEN RISSY 

 
 Terima kasih, Yang Mulia. 
 

490. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ya. 
 

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
Izin, Yang Mulia. 
 

492. KETUA: SALDI ISRA 
 
Siapa lagi?  
 

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 
 

 Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait online, Yang Mulia. 
 

494. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Apa lagi, Pihak Terkait?  
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495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 

 Yang sebelumnya tadi bahwa (…) 
 

496. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Soal pernyataan saya tadi, ya?  
 

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Ya. 
 

498. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Itu kan baru keterangan … apa … pernyataan yang dituliskan, 
buktinya belum ada. Ada buktinya, enggak?  

 
499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Sudah diantar, Yang Mulia, P-12[Sic!]. Di bawah, Yang Mulia, 

sudah diantar. 
 

500. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Ya, nanti … nanti kita cek, ya. 
 

501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 
 Baik. 

 
502. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Nanti kalau yang Anda tuliskan itu ada buktinya, nanti akan kita 
cek kalau … apa namanya … korelasi antara apa yang didalilkan atau 
yang Anda terangkan itu dengan bukti, ya? Oke. 

 
503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 
 

Baik, Yang Mulia. Ini bukti tentang pembayaran untuk pelepasan 
kewarganegaraan Amerika yang sudah dilakukan. 
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504. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Itu bukti, ya? 
 

505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 

 (Suara tidak terdengar jelas) dari 5 Agustus 2020 yang baru 
terlaksana.  

 
506. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Bukti yang 2.000 sekian itu? US dollar? 
 

507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 

 Ya. 
 

508. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Tapi 3 tindakan lain itu ada buktinya, enggak? Kan ada 3 tindakan 
itu?  

 
509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 

 

 Ada, nanti kita lampirkan semuanya, Yang Mulia.  
 

510. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Oke, nanti kita cek.  
 

511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

133/PHP.BUP-XIX/2021: M. NUZUL WIBAWA 
 

 Baik. Terima kasih, Yang Mulia. 
 

512. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ada lagi? Nah, sekarang kita sahkan alat bukti dari Permohonan 
133/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai 
dengan T-44, T-46 sampai dengan T-63, benar? Ya.  

 Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-1 sampai dengan PT-11? 
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513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 
133/PHP.BUP-XIX/2021: PASKARIA TOMBI 

 

 Benar, Yang Mulia.  
 

514. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan PK-30? 
 

515. BAWASLU: MARKUS HABA 

 

 Benar, Yang Mulia.  
 

516. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Untuk Perkara 134/PHP.BUP-XIX/2021, Pemohon mengajukan 

bukti tambahan, ya? P-15.A sampai dengan P-16.C, benar, ya?  
 

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION 

 
 133/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia. 133/PHP.BUP-XIX/2021, 

Yang Mulia.  
  

518. KETUA: SALDI ISRA 
 

 Ini 134/PHP.BUP-XIX/2021. Itu di 133/PHP.BUP-XIX/2021 itu?  
 

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION 

 

 133/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia.  
 

520. KETUA: SALDI ISRA 
  
 Tolong dicek lagi, ya. Jadi, Bukti P-15.A sampai dengan P-16.C itu, 

itu adalah bukti tambahan Pemohon untuk Perkara 133/PHP.BUP-
XIX/2020, begitu, ya?  

 
521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 133/PHP.BUP-

XIX/2021: ADHITYA ANUGRAH NASUTION 

 
 Benar, Yang Mulia. 
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522. KETUA: SALDI ISRA 
 
 Dicek. Kemudian, Termohon mengajukan Bukti T-1 sampai Bukti 

T-69?  
 

523. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 134/PHP.BUP-

XIX/2021: PERIATI BR GINTING 

 
 Betul, Yang Mulia. 
 

524. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Benar. Kemudian, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-01 sampai 

dengan PT-11?  
 

525. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 

134/PHP.BUP-XIX/2021: SOPHAR MARU HUTAGALUNG 

 
 Benar, Yang Mulia.  
 

526. KETUA: SALDI ISRA 

 
 Kemudian, Bawaslu mengajukan Bukti PK-1 sampai dengan Bukti 

PK-37? 
 

527. BAWASLU: JONIXON HEGE 

 

 Benar, Yang Mulia.  
 

528. KETUA: SALDI ISRA 

 

 Benar, ya. Tadi tolong dipindahkan saja, ya, Bukti PK-15.A … P-
15.A sampai dengan P-16.C itu bukti tambahan dari Pemohon 

133/PHP.BUP-XIX/2021. Bukti yang diajukan disahkan. 
 
 

 
 Semua Pihak mulai dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan 

Bawaslu, kami sudah … apa … mendengar, membaca Permohonan, 
kemudian mendengar jawaban dari Termohon, keterangan Pihak Terkait, 
keterangan Bawaslu. Kami Majelis Panel akan membahas Permohonan 
ini, lalu kemudian akan menyampaikan ke Rapat Pemusyawaratan Hakim 
yang dihadiri oleh semua Hakim Konstitusi. Jadi, 3 kami tambah 6 orang 
yang lain. Lalu, nanti Rapat Pemusyawaratan Hakimlah yang akan 
menentukan, bagaimana kelanjutan Permohonan ini? Apakah 

KETUK PALU 1X 
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Permohonan ini berhenti sampai di sini atau akan dibawa ke 
pemeriksaan selanjutnya, itu nanti akan diputus oleh 9 Hakim Konstitusi. 
Kami bertiga hanya akan menyampaikan fakta-fakta yang kami temukan 
dan mereka juga sudah membaca Permohonan ini semuanya, semua 
berkas, nanti kami akan membahas. Dan sikap Mahkamah terhadap 
Permohonan ini, Permohonan 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-
XIX/2021, akan diberitahu selanjutnya oleh Kepaniteran Mahkamah 
kepada semua Pihak, mulai dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan 
Bawaslu, ya. Bisa dipahami semua?  

Oleh karena itu, silakan menunggu perkembangan lebih lanjut dari 
Kepaniteraan Mahkamah. Karena tidak ada lagi, sidang pemeriksaan 
untuk Perkara 133/PHP.BUP-XIX/2021 dan 134/PHP.BUP-XIX/2021 
dinyatakan selesai, sidang ditutup. 

 
    

 
   

 
 

Jakarta, 15 Maret 2021 
 
Panitera, 
Muhidin 
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